
 

 

 

 

 

BUPATI MAMASA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR  1  TAHUN  2015 

 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMASA 

TAHUN 2015 - 2035 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAMASA, 

 

Menimbang: a. bahwa pentingnya penataan ruang untuk 
mewujudkan pembangunan ruang Kabupaten 

Mamasa secara berdaya guna, berhasil guna, 
serasi, selaras, seimbang, dan berwawasan 
lingkungan berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang  Penataan Ruang dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 

perlu penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Mamasa dengan kedua peraturan 
sebagaimana dimaksud; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian 
wilayah perlu dilakukan optimalisasi 

pendayagunaan sektor-sektor unggulan di wilayah 
Kabupaten Mamasa melalui rencana struktur 
ruang dan rencana pola ruang; 

d. bahwa untuk meningkatkan pengembangan 
kawasan yang mempunyai nilai penting bagi 

Kabupaten Mamasa perlu dilakukan penetapan 
kawasan strategis; 

e. bahwa arahan pemanfaatan ruang merupakan 

panduan dalam pemanfaatan ruang bagi 
pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam 
rangka mewujudkan rencana struktur ruang, 

rencana pola ruang, dan kawasan strategis di 
Kabupaten Mamasa; 

f. bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan 
ruang merupakan ketentuan untuk mewujudkan 
tertib tata ruang sesuai dengan rencana struktur 

ruang dan rencana pola ruang di Kabupaten 
Mamasa; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf f di atas perlu ditetapkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Mamasa Tahun 2015 – 2035. 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2014); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3478); 

5. Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor  19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor  41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4401); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4152); 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4169);  

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota                        
Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran   

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4247);  
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10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang 
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4327); 

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4377); 

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422); 

15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5073); 

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  

19. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 



 
- 4 - 

 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724); 

21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4739); 

23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 

24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4851);  

25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4956); 

26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 

27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4966); 

28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015); 

29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 
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30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5052); 

31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5168); 

33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5188); 

34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

35. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

36. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5578);  

37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 
tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4242; 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4385); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  

Nomor  45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817);   

43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833);  

44. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Kota  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4858); 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan 

Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5097); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5103); 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5110); 

48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa 
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kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5489); 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5112); 

50. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 
tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat 

Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5160); 

51. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5217); 

52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 

tentang Sungai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5230); 

53. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5285); 

54. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 
tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5393); 

55. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5160); 

56. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-
2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 
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dan 

BUPATI MAMASA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015–2035. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, 
dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu 

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 
kehidupannya. 

2. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya 
disingkat RTRW kabupaten adalah rencana umum tata ruang 

yang memuat tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, 
strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola 
ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, 

dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah kabupaten. 

3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

4. Rencana struktur ruang adalah kerangka tata ruang wilayah 
kabupaten yang tersusun atas konstelasi sistem pusat-pusat 

kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh 
sistem jaringan wilayah kabupaten terutama jaringan 
transportasi. 

5. Sistem pusat-pusat kegiatan adalah simpul pelayanan sosial, 
budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah 

kabupaten. 

6. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp 
adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari 

ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). 

7. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp 
adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan menjadi PKL di 

masa yang akan datang. 

8. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 
kecamatan atau beberapa desa. 

9. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL 

adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani 
kegiatan skala antardesa. 

10. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling 
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan 
wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu 

hubungan hierarki. 

11. Jaringan prasarana lalu lintas adalah serangkaian simpul yang 
dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu 

kesatuan. 

12. Jaringan pelayanan lalu lintas adalah susunan rute-rute 

pelayanan lalu lintas yang membentuk satu kesatuan hubungan. 

13. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan 
dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat 

pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun 
penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra 

dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas 
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keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok 
dan fasilitas penunjang lainnya. 

14. Ruang udara untuk penerbangan adalah ruang udara di atas 
daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang 

berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih 
dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang 
di dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan 

definisi Air Traffic Services (ATS) route. 

15. Pembangkit listrik adalah sarana yang berfungsi untuk merubah 
energi mekanik menjadi energi listrik yang terdiri atas instalasi 

elektrikal, mekanikal, bangunan-bangunan, bangunan pelengkap 
serta bangunan dan komponen bantu lainnya. 

16. Jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan adalah serangkaian 
penyaluran energi/kelistrikan yang membentuk satu kesatuan 
hubungan. 

17. Sistem jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat 
telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam 

bertelekomunikasi. 

18. Sistem jaringan satelit adalah serangkaian piranti komunikasi 
yang menggunakan teknologi satelit. 

19. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan 
wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih 
daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya 

kurang dari atau sama dengan 2.000 km². 

20. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah 

suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan 
sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah 
topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi 

menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan 
mengalirkannya ke danau atau laut secara alami. 

21. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan 

pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan 
untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan 

pembuangan air irigasi. 

22. Jaringan air baku untuk air minum adalahjaringan yang 
digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui 

proses fisik, kimiawi dan/atau biologi meliputi bangunan 
pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat 

pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan 
penampungan air minum. 

23. Sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sistem fisik 

(teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. 

24. Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi 

lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung 

atau budidaya. 

26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah 
serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan 

berkelanjutan. 

27. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan 
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potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber 
daya buatan. 

28. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan 

untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, 
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

29. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering 

atauberpotensi tinggi mengalami bencana alam. 

30. Kawasan resapan air adalah kawasan resapan air adalah daerah 
yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan 

sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang 
berguna sebagai sumber air. 

31. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, 
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang 
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 

fungsi sungai. 

32. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air 

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi 
mata air. 

33. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan 

alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan 
dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan 
ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan 

pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat 
berlangsung secara alami. 

34. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola 
dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan 

rekreasi. 

35. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat 
maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata 

dan rekreasi alam. 

36. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan 

yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang 
bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas. 

 

37. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan 
manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan 

atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang 
memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah 
perkembangan manusia. 

38. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat 
dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan 

beratap. 

39. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari 

benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, 
dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 

40. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau 
di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar 

Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan 
manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 
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41. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan 
yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 

42. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang 
dialokasikan dan memenuhi kritenia untuk budi daya tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 

43. Kawasan budi daya tanaman pangan adalah kawasan lahan 
basah berinigasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah 

tidak benirigasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan 
dan pengembangan tanaman pangan. 

44. Kawasan budi daya hortikultura adalah kawasan lahan kering 

potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman 
hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. 

45. Kawasan budi daya perkebunan adalah kawasan yang memiliki 
potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan 
basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.  

46. Kawasan budi daya peternakan adalah kawasan yang secara 
khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu 

dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, 
perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi 
dan berakses dan hulu sampai hilir. 

47. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang 
diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

48. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan 

hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan 
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

49. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan 
faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan 

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang 
mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan 

lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman 
burung. 

50. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan 

hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi 
pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 

51. Kawasan pertanian tanaman pangan adalah kawasan lahan 
basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah 
tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan 

dan pengembangan tanaman pangan. 

52. Kawasan pertanian hortikultura adalah kawasan lahan kering 
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman 

hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. 

53. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi 

untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah 
dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. 

54. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus 

diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan 
komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, 

hortikultura, flora dan fauna atau perikanan) berorientasi 
ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. 
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55. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, 
adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, 

potensi, dan/atau informasi geologi. 

56. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut 

WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepadapemegang IUP. 

57. Kawasan peruntukan pariwisata alam adalah bentang alam yang 
mempunyai daya tarik wisata. 

58. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 

59. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai 
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 
ekonomi. 

60. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang 
ditetapkan secara nasional digunakan untuk kepentingan 
pertahanan dan keamanan. 

61. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, 

budaya dan/atau lingkungan. 

62. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

63. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan. 

64. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek 

fungsional. 

65. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

66. Kepala Daerah adalah Bupati Mamasa. 

67. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah.  

68. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

69. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang 

termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau 
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam 

penyelenggaraan penataan ruang. 

70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

71. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya 

disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk 
untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi 
penataan ruang daerah. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI       

PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

 

(1) Ruang Lingkup wilayah Kabupaten Mamasa meliputi seluruh 
wilayah administrator yang berada pada posisi geografis 2º39’216” 

LS dan 3º19’288” LS serta 119º0’216” BT dan 119º38’144” BT, 
dengan luas wilayah 3.005,88 Km². 

(2) Kabupaten Mamasa mempunyai batas-batas administrasi sebagai 

berikut : 

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi 

Sulawesi Barat; 

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali 
Mandar Provinsi Sulawesi Barat; 

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan 
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan; dan 

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan 

Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. 

(3) Lingkup substansi rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Mamasa meliputi: 

a. Ketentuan Umum; 
b. Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan 

Ruang Wilayah; 
c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa; 

d. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa; 
e. Penetapan Kawasan Strategis; 
f. Arahan Pemanfaatan Ruang; 

g. Ketentuan Pengembalian Pemanfaatan Ruang; 
h. Kelembagaan; 
i. Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; 

j. Penyidikan; 
k. Ketentuan Pidana; 

l. Peninjauan Kembali dan Penyempurnaan; 
m. Ketentuan Peralihan; 
n. Ketentuan Penutup; 

o. Penjelasan; dan 
p. Lampiran. 

 
(4) Ruang Lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 

1:150.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Tujuan Penataan Ruang 

Pasal 3 
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Penataan ruang Kabupaten Mamasa bertujuan untuk mewujudkan 
tatanan ruang wilayah Kabupaten Mamasa sebagai destinasi 

pariwisata internasional berbasis budaya Mamasa, pertanian, 
perkebunan dan kehutanan dengan kearifan lokal untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ruang yang aman, 
nyaman, produktif, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan. 

 

Bagian Ketiga 

Kebijakan Penataan Ruang 

Pasal 4 

 

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Mamasa terdiri atas: 

a. pengembangan pusat-pusat perekonomian wilayah yang sesuai 

dengan karakteristik dan kearifan lokal; 

b. pengembangan sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan 
wilayah untuk mendukung kegiatan pariwisata, pertanian, 

perkebunan dan kehutanan; 

c. pengembangan dan peningkatan kawasan berfungsi lindung 
untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan; 

d. pengembangan berbagai kegiatan pariwisata dengan lokomotif 

wisata sosial budaya Mamasa; 

e. pengembangan agroindustri pertanian dan perkebunan dengan 
bijak melalui kearifan lokal yang berkelanjutan; 

f. pengembangan potensi budi daya perikanan air tawar; dan 

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 

negara. 

 

Bagian Keempat 

Strategi Penataan Ruang 

Pasal 5 

 

(1) Strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian wilayah yang 

sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: 

a. mengembangkan sistem pusat kegiatan yang merata dan 
berhierarki sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal; 

b. meningkatkan keterkaitan antara sistem pusat-pusat kegiatan 

di wilayah kabupaten dengan sistem pusat kegiatan di wilayah 
yang lebih luas; dan 

c. mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan baru. 

(2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana dan pelayanan 
wilayah untuk mendukung kegiatan pariwisata, pertanian, 

perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf b terdiri atas: 

a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi darat 

yang ekokontruksi; 

b. mengembangkan sistem jaringan pelayanan transportasi darat 

untuk mendukung aksesibiltas antar kawasan fungsional; 

c. meningkatkan sistem pelayanan angkutan intermoda; 
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d. mengembangkan sistem jaringan prasarana dan jaringan 
pelayanan energi yang terbarukan dan tidak terbarukan 

untuk mendukung pengembangan wilayah; 

e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi wilayah 

hingga wilayah terpencil; 

f. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dalam 
rangka mendukung konservasi maupun pendayagunaan  

sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air; 

g. mengembangkan sistem jaringan pengelolaan lingkungan 
permukiman untuk mendukung perikehidupan masyarakat; 

dan 

h. mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar jaringan 

prasarana wilayah. 

(3) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan berfungsi 
lindung untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri 
atas: 

a. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya; 

b. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak 
untuk menjaga keseimbangan ekosistem; 

c. mengelola kawasan lindung sebagai kawasan penelitian dan 
pariwisata terbatas;  

d. meningkatkan pelestarian kawasan cagar budaya di 

Kabupaten Mamasa untuk mendukung kegiatan pariwisata; 
dan 

e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan 
lindung. 

(4) Strategi pengembangan berbagai kegiatan pariwisata berbasis 

wisata sosial budaya Mamasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf d terdiri atas: 

a. menetapkan daya tarik wisata Kabupaten Mamasa sebagai 

kawasan pariwisata yang dipaduserasikan dengan kawasan 
wisata Tana Toraja; 

b. menyusun sinergitas kebijakan, program dan kegiatan 
pariwisata di wilayah Kabupaten Mamasa dengan yang ada di 
wilayah lain dalam KSN Toraja dan sekitarnya; 

c. mengembangkan promosi wisata daerah; 

d. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada, 

terutama daya tarik benda cagar budaya, bangunan cagar 
budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan 
kawasan cagar budaya, kearifan nilai-nilai sosial budaya 

lokal, keasrian-keasrian alam, pertanian, perkebunan dan 
kehutanan; dan 

e. mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar obyek 

wisata, terutama wisata cagar budaya. 

(5) Strategi pengembangan agroindustri pertanian, perkebunan dan 

kehutanan dengan bijak melalui kearifan lokal yang 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e 
terdiri atas: 

a. menetapkan kawasan peruntukan pertanian sebagai kawasan 
pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dilindungi; 
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b. menetapkan kawasan perkebunan kopi dan kakao sebagai 
wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi 

yang perlu dilindungi; 

c. menetapkan kawasan hutan sebagai hutan lindung maupun 

hutan produksi yang sinergis dengan sektor pariwisata;  

d. mengembangkan agroindustri, agrobisnis dan agrowisata  
untuk memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah; 

e. mengembangkan rekayasa teknologi kawasan pertanian, 
perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan yang 
mempunyai kendala dalam kemampuan lahan; 

f. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung dalam 
rangka peningkatan produksi kegiatan pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan; dan 

g. mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar kawasan 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan 

peternakan. 

(6) Strategi pengembangan potensi budi daya perikanan air tawar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas: 

a. menetapkan kawasan peruntukan perikanan air tawar; 

b. mengembangkan usaha budi daya perikanan air tawar; dan 

c. mengembangkan teknologi budi daya perikanan air tawar. 

(7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 
keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g 

terdiri atas: 

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertanahan dan 

keamanan; 

b. mengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam 
dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan 

keamanan; 

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan 
budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan 

keamanan negara sebagai zona penyangga; dan 

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan. 

 
 

BAB III 

RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN MAMASA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6 

 

(1) Rencana struktur ruang Kabupaten Mamasa meliputi: 

a. sistem pusat-pusat kegiatan; 

b. sistem jaringan utama; dan 

c. sistem jaringan lainnya.  

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:150.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Bagian Kedua 

Sistem Pusat-Pusat Kegiatan 

Pasal 7 

 

(1) Sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Mamasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. PKWp 

b. PKLp; 

c. PPK; dan 

d. PPL. 

(2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah 

Mamasa di Kecamatan Mamasa. 

(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
Sumarorong di Kecamatan Sumarorong. 

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. Rantelemo di Kecamatan Bambang;  

b. Minake di Kecamatan Tanduk Kalua;  

c. Mambi di Kecamatan Mambi;  

d. Pana’ di Kecamatan Pana; 

e. Messawa di Kecamatan Messawa; 

f. Orobua di Kecamatan Sesena Padang; 

g. Nosu di Kecamatan Nosu; 

h. Aralle di Kecamatan Aralle; 

i. Tawalian di Kecamatan Tawalian; 

j. Balla Satanetean di Kecamatan Balla; 

k. Tabang di Kecamatan Tabang; 

l. Galung di Kecamatan Rantebulahan Timur; 

m. Lakahang di Kecamatan Tabulahan; 

n. Buntu Malangka di Kecamatan Buntu Malangka; dan 

o. Mehalaan di Kecamatan Mehalaan. 

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: 

a. Tampak Kura di Kecamatan Tabulahan; 

b. Pangandaran di Kecamatan Tabulahan; 

c. Malatiro di Kecamatan Aralle; 

d. Ralleanak di Kecamatan Aralle; 

e. Baruru di Kecamatan Aralle; 

f. Pamoseang Pangga di Kecamatan Mambi; 

g. Salubanua di Kecamatan Mambi; 

h. Ulumambi di Kecamatan Bambang; 

i. Pasembuk di Kecamatan Mehalaan; 

j. Lambanan di Kecamatan Mamasa; 

k. Kariango di Kecamatan Tawalian; 

l. Balla di Kecamatan Balla; 

m. Tamalantik di Kecamatan Tanduk Kalua; 

n. Banea di Kecamatan Tanduk Kalua; 

o. Batanguru di Kecamatan Sumarorong; 

p. Tanete Batu di Kecamatan Messawa; 

q. Manipi di Kecamatan Pana. 
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Bagian Ketiga 

Sistem Jaringan Utama 

Pasal 8 

 
Sistem jaringan utama di Kabupaten Mamasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. sistem jaringan transportasi darat; dan 

b. sistem jaringan transportasi udara. 

 

Paragraf 1 

Sistem Jaringan Transportasi Darat 

Pasal 9 

 
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a meliputi: 

a. sistem jaringan jalan;  

b. jaringan prasarana lalu lintas; dan 

c. jaringan pelayanan lalu lintas. 

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. jaringan jalan kolektor primer; 

b. jaringan jalan kolektor sekunder; 

c. jaringan jalan lokal primer; 

d. jaringan jalan lokal sekunder; dan 

e. rencana peningkatan/pembangunan jaringan jalan lingkar 
dalam dan lingkar luar, 

diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

(3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)huruf b terdiri atas: 

a. rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di 

Bombong Lambe Kecamatan Mamasa; 

b. rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di 
Sumarorong dan Mambi; 

c. rencana pengembangan terminal barang dan jembatan 
timbang terdapat di pintu gerbang keluar masuk wilayah 

Kabupaten Mamasa; 

d. rencana pembangunan unit pengujian kendaraan bermotor 
terdapat di Mamasa. 

(4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri atas: 

a. trayek angkutan barang terdiri atas: 

1.   kendaraan barang antar kecamatan dalam wilayah 
Kabupaten Mamasa; dan 

2.   kendaraan barang ke luar wilayah Kabupaten Mamasa; 

b. trayek angkutan penumpang terdiri atas: 

1.   trayek angkutan penumpang antarkota antarprovinsi 

terdiri atas: 
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i. Mamasa – Makassar; dan 

ii. Mamasa – Tana Toraja. 

2. trayek angkutan penumpang antarkota dalam provinsi 
terdiri atas: 

i. Mamasa – Mamuju; 

ii. Mamasa – Pasangkayu;  

iii. Mamasa – Majene; dan 

iv. Mamasa – Polewali. 

3. trayek angkutan penumpang angkutan kota/perdesaan 
terdiri atas: 

i. Mamasa – Lambanan; 

ii. Mamasa – Osango; 

iii. Mamasa – Orobua; 

iv. Mamasa – Tawalian; 

v. Mamasa – Pana; 

vi. Mamasa – Tabang; 

vii. Mamasa – Tanduk Kalua; 

viii. Mamasa – Mambi; 

ix. Mamasa – Aralle; 

x. Mamasa – Lakahang; 

xi. Mamasa – Nosu; 

xii. Mamasa – Balla; 

xiii. Mamasa – Mehalaan; 

xiv. Mamasa – Rantebulahan Timur; 

xv. Mamasa – Sumarorong; dan  

xvi. Mamasa – Messawa. 

xvii. Nosu – Pana; 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi jalan dan status jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan 
Keputusan Bupati. 
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Paragraf 2 

Sistem Jaringan Transportasi Udara 

Pasal 10 

 

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf b terdiri atas: 

a. bandar udara; dan 

b. ruang udara untuk penerbangan. 

(2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah bandar udara di Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong. 

(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan 
langsung untuk kegiatan bandar udara; 

b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan 

untuk operasi penerbangan; dan 

c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan, 

diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Bagian Keempat 

Sistem Jaringan Lainnya 

Pasal 11 

 

Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf c terdiri atas: 

a. sistem jaringan energi/ketenagalistrikan; 

b. sistem jaringan telekomunikasi; 

c. sistem jaringan sumber daya air; dan 

d. sistem jaringan pengelolaan lingkungan. 

 

Paragraf 1 

Sistem Jaringan Energi/ Ketenagalistrikan 

Pasal 12 

 

(1) Sistem jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 huruf a meliputi: 

a. pembangkit tenaga listrik; dan 

b. jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan. 

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Mambi Kecamatan 
Mambi; 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Balla di 

Kecamatan Balla dan di beberapa desa di kecamatan lainnya; 
dan 

c. Pembangkit Listrik Tenaga Geotermal (PLTG) di Mamasa. 

(3) Jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
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a. gardu induk di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, 
Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Balla, Kecamatan 

Tawalian, dan Kecamatan Sesena Padang; 

b. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 

KV Polewali – Mamasa. 

 
Paragraf 2 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 13 

 

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf terdiri atas: 

a. sistem jaringan kabel;  

b. sistem jaringan nirkabel; dan 

c. sistem jaringan satelit. 

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri atas: 

a. Stasiun Telepon Otomat (STO) yang terdapat di Kecamatan 
Rantebulahan Timur, Kecamatan Sumarorong, dan 
Kecamatan Mamasa; dan 

b. Rencana pengembangan jaringan kabel : 

1. Kabupaten Mamuju – Kecamatan Tabulahan – Kecamatan 
Arale – Kecamatan Mambi – Kecamatan Bambang – 

Kecamatan Rantebulahan Timur – Kecamatan Tanduk 
Kalua’ – Kecamatan Sumarorong – Kecamatan Messawa – 

Kabupaten Polewali Mandar;  

2. Kecamatan Rantebulahan Timur – Kecamatan Tanduk 
Kalua’ – Kecamatan Balla – Kecamatan Mamasa - 

Kecamatan Tawalian – Kecamatan Sesena Padang; dan 

3. Rencana pengembangan jaringan kabel di Kecamatan 
Pana’ 

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas; 

a. menara telekomunikasi di beberapa kecamatan; dan 

b. rencana pengembangan menara telekomunikasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri atas: 

a. rencana pembangunan jaringan satelit wilayah terpencil di 
semua kecamatan; dan 

b. rencana pembangunan jaringan satelit di kawasan perkotaan 

dan perdesaan. 
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Paragraf 3 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 14 

 

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf c dilakukan berbasis wilayah sungai terdiri atas: 

a. wilayah sungai (WS); 

b. jaringan irigasi; 

c. jaringan air baku untuk air minum; dan 

d. sistem pengendalian banjir, erosi, dan longsor. 

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi 

sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 
pengendalian daya rusak air. 

 

Pasal 15 

 

(1) WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri 
dari: 

a. WS Kaluku – Karama sebagai WS lintas Provinsi Sulawesi 

Barat – Sulawesi Selatan meliputi : DAS Saddang, DAS 
Karama, DAS Malunda, DAS Mandar, DAS Babalalang, dan 
DAS Mapilli; dan 

b. WS Saddang meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa, DAS 
Karama, DAS Malunda, dan  DAS Mandar. 

(2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. daerah irigasi kewenangan kabupaten diuraikan dalam tabel 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 

b. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi 

yang ada; 

c. pengembangan daerah irigasi pada seluruh wilayah potensial 

yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk 
mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan 
pertanian berkelanjutan; dan 

d. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi menjadi kegiatan 
budi daya lainnya. 

(3) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. rencana pengembangan sumber air baku meliputi: 

1. pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku; dan 

2. pemanfaatan mata air sebagai sumber air baku. 

b. instalasi pengolahan air terdiri atas: 

1. instalasi pengolahan air Loko berkapasitas 20 (dua puluh) 
liter/detik di Kecamatan Mamasa; 

2. instalasi pengolahan air Buntu Buda berkapasitas 10 
(sepuluh) liter/detik di Kecamatan Mamasa; 

3. instalasi pengolahan air Buntu Rea berkapasitas 10 

(sepuluh) liter/detik di Kecamatan Tawalian; 
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4. instalasi pengolahan air Mambi berkapasitas 10 (sepuluh) 
liter/detik di Kecamatan Mambi; dan 

5. instalasi pengolahan air Nosu berkapasitas 10 (sepuluh) 
liter/detik di Kecamatan Nosu. 

c. rencana pengembangan instalasi pengolahan air terdiri atas: 

1. instalasi pengolahan air Sumarorong dengan kapasitas 20 
(dua puluh) liter/detik di Kecamatan Sumarorong; 

2. instalasi pengolahan air Bambang dengan kapasitas 10 
(sepuluh) liter/detik di Kecamatan Bambang; dan 

3. instalasi pengolahan air Tanduk Kalua’ dengan kapasitas 

10 (sepuluh) liter/detik di Kecamatan Tanduk Kalua’. 

d. rencana pengembangan jaringan sumber air baku 

mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan 
air tanah. 

(4) Sistem pengendali banjir, erosi, dan longsor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf meliputi: 

a. upaya non fisik terdiri atas: 

1. konservasi wilayah tangkapan air; dan 

2. pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan 
permukiman perkotaan. 

b. upaya fisik terdiri atas: 

1. pengoptimalan sistem drainase dan sistem irigasi; 

2. pembangunan prasarana pengendali banjir, erosi, dan 

longsor; 

3. rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul 

sungai; dan 

4. pembuatan tanggul di sepanjang sungai besar yang 
mengalir di kawasan permukiman. 

 

Paragraf 4 

Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan 

Pasal 16 

 

Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf dterdiri atas: 

a. sistem penyediaan air minum;  

b. sistem pengelolaan air limbah; 

c. sistem pengelolaan persampahan;  

d. sistem jaringan drainase; 

e. jalur evakuasi bencana. 
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Pasal 17 

 

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf a meliputi: 

a. peningkatan pelayanan jaringan air minum perpipaan di 
Kecamatan Mamasa, Kecamatan Balla, sebagian Kecamatan 
Tawalian, sebagian Kecamatan Pana, sebagian Kecamatan 

Nosu, dan sebagian Kecamatan Sesena Pandang; 

b. peningkatan jaringan air minum bukan perpipaan di seluruh 
ibukota kecamatan dan seluruh desa; 

c. rencana pengembangan jaringan air minum perpipaan di 
Kecamatan Mambi, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan 

Nosu, dan Kecamatan Aralle. 

(2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf b meliputi: 

a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat di 
kawasan penduduk kepadatan rendah dengan menggunakan 

tangki septik dan resapan; dan 

b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat di 
kawasan penduduk kepadatan tinggi dengan menggunakan 

tangki septik komunal. 

(3) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf c meliputi: 

a. rencana pengembangan tempat pengolahan sementara terdiri 
atas: 

1. tempat pengolahan sementara terpadu di setiap PPK; 

2. tempat pengolahan sementarasampah di setiap PPL. 

b. rencana pengolahan sampah di luar kawasan perkotaan 

dilakukan dengan sistem pengolahan setempat; 

c. rencana pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah di 
Kecamatan Mamasa minimal menggunakan metode lahan 

urug terkendali (controlled  landfill); dan 

d. pengembangan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) untuk 

mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber sampah dan 
mengurangi beban tempat pemrosesan akhir. 

(4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
huruf d meliputi: 

a. pemanfaatan jaringan sungai sebagai jaringan drainase 

primer; dan 

b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan 

jaringan drainase tersier di kawasan permukiman perkotaan 
dan kawasan rawan genangan air hujan. 

(5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

huruf e meliputi: 

a. lokasi evakuasi bencana gempa bumi dikembangkan di semua 
kecamatan di Kabupaten Mamasa dan ditempatkan pada 

sarana publik; dan 

b. lokasi evakuasi tanah longsor dikembangkan di semua 

kecamatan di Kabupaten Mamasa dan ditempatkan pada 
sarana publik. 

 

Pasal 18 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem prasarana pengelolaan 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih 

lanjut dengan rencana induk. 
 

 

BAB IV 

RENCANA POLA RUANG KABUPATEN MAMASA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 19 

 

(1) Rencana pola ruang Kabupaten Mamasa meliputi: 

a. kawasan lindung; dan  

b. kawasan budidaya. 

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:150.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Kedua 

Kawasan Lindung 

Pasal 20 

 
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. kawasan hutan lindung; 

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya; 

c. kawasan perlindungan setempat; 

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya dan 
ilmu pengetahuan;  

e. kawasan rawan bencana alam; dan 

f. kawasan lindung geologi. 
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Paragraf  1 

Kawasan Hutan Lindung 

Pasal 21 

 

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
huruf a terdapat di: 

a. Kecamatan Sumarorong dengan luas kurang lebih 8.811 ha 

(delapan ribu delapan ratus sebelas hektar); 

b. Kecamatan Messawa dengan luas kurang lebih 5.814 ha (lima 
ribu delapan ratus empat belas hektar);  

c. Kecamatan Pana dengan luas kurang lebih 9.562 ha (sembilan 
ribu lima ratus enam puluh dua hektar); 

d. Kecamatan Nosu dengan luas kurang lebih 3.180 ha (tiga ribu 
seratus delapan puluh hektar hektar); 

e. Kecamatan Tabang dengan luas kurang lebih 6.329 ha (enam ribu 

tiga ratus dua puluh sembilan hektar); 

f. Kecamatan Mamasa dengan luas kurang lebih 32 ha (tiga puluh 

dua hektar); 

g. Kecamatan Tanduk Kalua dengan luas kurang lebih 4.966 ha 
(empat ribu sembilan ratus enam puluh enam hektar); 

h. Kecamatan Balla dengan luas kurang lebih 115 ha (seratus lima 
belas hektar hektar); 

i. Kecamatan Sesena Padang dengan luas kurang lebih 4.173 ha 

(empat ribu seratus tujuh puluh tiga hektar); 

j. Kecamatan Tawalian dengan luas kurang lebih 4.188 ha (empat 

ribu seratus delapan puluh delapan hektar hektar); 

k. Kecamatan Mambi dengan luas kurang lebih 601 ha (enam ratus 
satu hektar); 

l. Kecamatan Mehalaan dengan luas kurang lebih 6.435 ha (enam 
ribu empat ratus tiga puluh lima hektar);  

m. Kecamatan Aralle dengan luas kurang lebih  4.856 ha (empat ribu 

delapan ratus lima puluh enam hektar); dan 

n. Kecamatan Tabulahan dengan luas kurang lebih 18.976 ha 

(delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam hektar). 

 

Paragraf  2 

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan 
Bawahannya 

Pasal 22 

 
(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b 
adalah kawasan resapan air. 

(2) Kawasan resapan air terdapat di wilayah hulu seluruh DAS di 

Kabupaten Mamasa. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan resapan air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan 
Bupati. 

 

Paragraf  3 

Kawasan Perlindungan Setempat 
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Pasal 23 

 

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 huruf c terdiri atas: 

a. sempadan sungai; dan 

b. kawasan sekitar mata air. 

 

Pasal 24 

 

(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d 
terdapat di seluruh kecamatan dengan ketentuan: 

a. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan 
perkotaan terdiri atas: 

1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri 
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam 
hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m 

(tiga meter); 

2. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi 
kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, 

dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) 
sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan 

3. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi 
kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, 
dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh 

meter). 

b. sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan 

terdiri atas: 

1. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² 
(lima ratus kilometer persegi) ditentukan paling sedikit 

berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan 
palung sungai sepanjang alur sungai; dan 

2. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama 

dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) ditentukan 
paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi 

kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. 

c. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan 
ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi 

luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. 

d. sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan 

ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi 
luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. 

(2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

huruf b tersebar di seluruh kecamatan. 

(3) Kawasan sekitar mata air adalah wilayah yang mengelilingi mata 
air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat 

mata air. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sempadan sungai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. 

 

Paragraf  4 

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya 

Pasal 25 



 
- 29 - 

 

 

 
Kawasan suaka alam, terdapat di : 

a. Kecamatan Messawa dengan luas kurang lebih  60 ha (enam 
puluh hektar); 

b. Kecamatan Tabang dengan luas kurang lebih  1,116 ha (seribu 
seratus enam belas hektar); 

c. Kecamatan Buntumalangka dengan luas kurang lebih  1,535 ha 

(seribu lima ratus tiga puluh lima hektar); 

d. Kecamatan Bambang dengan luas kurang lebih  7,223  ha (tujuh 
ribu dua ratus dua puluh tiga hektar); 

e. Kecamatan Mamasa dengan luas kurang lebih  14,455 ha (empat 
belas ribu empat ratus lima puluh lima hektar); 

f. Kecamatan Tawalian dengan luas kurang lebih  18,034 ha 
(delapan belas ribu tiga puluh empat hektar); 

g. Kecamatan Tabulahan dengan luas kurang lebih  22,236 ha (dua 

puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam hektar); 

 

Pasal 26 

 

(1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi : 

a. benda cagar budaya; 

b. bangunan cagar budaya; 

c. struktur cagar budaya; dan 

d. situs cagar budaya, 

diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cagar budaya dan ilmu 
pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Keputusan Bupati. 
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Paragraf  5 

Kawasan Rawan Bencana Alam 

Pasal 27 

 

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 huruf e terdiri atas: 

a. kawasan rawan tanah longsor; dan 

b. kawasan rawan gempa bumi. 

(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a tersebar di Kecamatan Rantebulahan Timur, 

Kecamatan Mambi, Kecamatan Tawalian, dan Kecamatan Sesena 
Padang. 

(3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b terdapat di semua kecamatan. 

 

Paragraf  6 

Kawasan Lindung Geologi 

Pasal 28 

 
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

huruf f terdiri atas: 

a. kawasan cagar alam geologi; dan 

b. kawasan rawan bencana alam geologi. 

(2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 

a. kawasan keunikan batuan dan fosil terdapat di Kecamatan 
Mamasa, Kecamatan Pana, Kecamatan Messawa, Kecamatan 
Sumarorong dan Kecamatan Tabulahan; 

b. kawasan keunikan bentang alam terdapat di Kecamatan 
Tawalian; dan 

c. kawasan keunikan proses geologi terdapat di Kecamatan 

Messawa. 

(3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh kecamatan; 

b. kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kecamatan 

Mamasa, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Mambi; 
dan 

c. kawasan rawan longsor terdapat diwilayah bergelombang 
dengan kemiringan di atas 15% (lima belas persen) yang 
tersebar di seluruh kecamatan. 
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Bagian Ketiga 

Kawasan Budi Daya 

Pasal 29 

 

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. kawasan peruntukan hutan rakyat; 

c. kawasan peruntukan pertanian; 

d. kawasan peruntukan perkebunan; 

e. kawasan peruntukan perikanan; 

f. kawasan peruntukan pertambangan; 

g. kawasan peruntukan industri; 

h. kawasan peruntukan pariwisata; 

i. kawasan peruntukan permukiman; dan 

j. kawasan peruntukan lainnya. 

 

Paragraf 1 

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

Pasal 30 

 
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas: 

a. kawasan hutan produksi; 

b. kawasan hutan produksi terbatas; dan 

c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. 

(2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdapat di Kecamatan Messawa dengan luas kurang 

lebih 13 ha (tiga belas hektar); 

(3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdapat di: 

a. Kecamatan Messawa dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga 
hektar); 

b. Kecamatan Rantebulahan Timur dengan luas kurang lebih 
111 ha (seratus sebelas hektar); 

c. Kecamatan Sesena Padang dengan luas kurang lebih 152 ha 

(seratus lima puluh dua hektar); 

d. Kecamatan Buntu Malangka dengan luas kurang lebih 499 ha 

(empat ratus sembilan puluh sembilan hektar); 

e. Kecamatan Pana dengan luas kurang lebih 548 ha (lima ratus 
empat puluh delapan hektar); 

f. Kecamatan Tandukkalua dengan luas kurang lebih 1,024 ha 
(seribu dua puluh empat hektar); 

g. Kecamatan Mamasa dengan luas kurang lebih 1,066 ha 

(seribu enam puluh enam hektar); 

h. Kecamatan Balla dengan luas kurang lebih 1,335 ha (seribu 

tiga ratus tiga puluh lima hektar); 

i. Kecamatan Bambang dengan luas kurang lebih 2,549 ha (dua 
ribu lima ratus empat puluh sembilan hektar); 



 
- 32 - 

 

 

j. Kecamatan Sumarorong dengan luas kurang lebih 3,476 ha 
(tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam hektar); 

k. Kecamatan Mehalaan dengan luas kurang lebih 4,123 ha 
(empat ribu seratus dua puluh tiga hektar); 

l. Kecamatan Nosu dengan luas kurang lebih 4,291 ha (empat 
ribu dua ratus sembilan puluh satu hektar); 

m. Kecamatan Aralle dengan luas kurang lebih 6,480 ha (enam 

ribu empat ratus delapan puluh hektar); 

n. Kecamatan Mambi dengan luas kurang lebih 8,293 ha 
(delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga hektar); dan 

o. Kecamatan Tabulahan dengan luas kurang lebih 15,064 ha 
(lima belas ribu enam puluh empat hektar). 

(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Tabulahan 
dengan luasan kurang lebih 367 ha (tiga ratus enam puluh tujuh 

hektar). 

 

Paragraf 2 

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat 

Pasal 31 

 

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf b terdapat di Kecamatan Tabulahan dengan dengan 
luas kurang lebih 84 ha (delapan puluh empat hektar) 

 

Paragraf 3 

Kawasan Peruntukan Pertanian 

Pasal 32 

 

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 huruf c terdiri atas: 

a. kawasan budi daya tanaman pangan; 

b. kawasan budi daya hortikultura; 

c. kawasan budi daya perkebunan; dan 

d. kawasan budi daya peternakan. 
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Pasal 33 
 

(1) Kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas: 

a. kawasan budi daya tanaman pangan irigasi sederhana di 
seluruh  kecamatan; dan 

b. rencana pengembangan kawasan budi daya tanaman pangan 

di Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan 
Sumarorong, Kecamatan Messawa, Kecamatan Sesena 
Padang, Kecamatan  Mamasa, Kecamatan Bambang, 

Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Nosu, 
Kecamatan Pana, Kecamatan Tanduk Kalua, dan Kecamatan 

Tabulahan. 

(2) Kawasan budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 huruf b terdiri atas: 

a. kawasan budi daya hortikultura di seluruh kecamatan; dan 

b. rencana pengembangan kawasan budi daya hortikultura di 

Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan 
Nosu, Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, Kecamatan 
Sumarorong, Kecamatan Bambang, Kecamatan Messawa, 

Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Rantebulahan, 
Kecamatan Buntu Malangka, Kecamatan Tawalian, dan 
Kecamatan Mehalaan 

(3) Kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan dengan luas kurang lebih 11.251 ha (sebelas ribu 
dua ratus lima puluh satu hektar). 

(4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan 

pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan 
pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan di dalam rencana 
rinci tata ruang wilayah kabupaten. 

 
Pasal 34 

 

(1) Kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 huruf c  terdiri atas: 

a. kawasan budi daya perkebunan yang telah ada terdiri atas: 

1. kelapa di Kecamatan Messawa, Kecamatan Pana, 
Kecamatan Tabang, Kecamatan Mambi, Kecamatan 

Rantebulahan Timur, Kecamatan Aralle, dan Kecamatan 
Tabulahan; 

2. kakao di Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Messawa, 

Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, Kecamatan 
Mamasa, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Balla, 
Kecamatan Sesena Pandang, Kecamatan Tawalian, 

Kecamatan Mambi, Kecamatan Bambang, Kecamatan 
Rantebulahan Timur, Kecamatan Buntu Malangka, 

Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Aralle, dan Kecamatan 
Tabulahan; 

3. kopi robusta di Kecamatan Sumarorong, Kecamatan 

Messawa, Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, 
Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tanduk Kalua, 

Kecamatan Balla, Kecamatan Sesena Pandang, Kecamatan 
Tawalian, Kecamatan Mambi, Kecamatan Bambang, 
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Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Aralle, dan 
Kecamatan Tabulahan; dan 

4. kopi arabika di seluruh kecamatan. 

b. rencana pengembangan kawasan budi daya perkebunan 

terdiri atas: 

1. kakao di Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan 
Bambang, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan 

Rantebulahan Timur, Kecamatan Buntu Malangka, 
Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Messawa, Kecamatan 

Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan 
Tabang, dan Kecamatan Pana; 

2. kopi arabika di Kecamatan Messawa, Kecamatan Tabang, 

Kecamatan Pana, Kecamatan Nosu, Kecamatan Mamasa, 
Kecamatan Tanduk Kalua, dan Kecamatan Bambang; dan 

3. kopi robusta tersebar di seluruh kecamatan. 

(2) Kawasan budi daya perkebunan kakao dan kawasan perkebunan 
kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 

wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi 
yang perlu dilindungi dengan luasan kurang lebih 84.803 ha 
(delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga hektar). 

(3) Penetapan wilayah geografis penghasil produk perkebunan 
spesifik lokasi oleh bupati merupakan bagian dari rencana rinci 

tata ruang kabupaten. 

 
Pasal 35 

 

Kawasan budi daya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 huruf d terdiri atas: 

a. kawasan ternak besar di seluruh kecamatan dengan komoditas 

sapi potong, kerbau, dan kuda; 

b. kawasan ternak kecil di seluruh kecamatan dengan komoditas 

kambing dan babi; dan 

c. kawasan ternak unggas di seluruh kecamatan dengan komoditas 
ayam dan itik. 

 
Paragraf  4 

Kawasan Peruntukan Perikanan 

Pasal 36 

 

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 huruf e terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan 

b. kawasan pengolahan ikan; 

c. Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah budi daya air tawar sawah 
tersebar di seluruh kecamatan; 

d. Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dikembangkan di Kecamatan Mamasa, Kecamatan 
Tawalian, dan Kecamatan Tanduk Kalua. 

 

Paragraf  5 

Kawasan Peruntukan Pertambangan 
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Pasal 37 

 

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf f terdiri atas: 

a. wilayah usaha pertambangan; dan 

b. wilayah izin usaha pertambangan batuan. 

(2) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi: 

a. mineral logam meliputi: 

1. emas di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, 
Kecamatan Tabang, Kecamatan Aralle, Kecamatan 

Bambang, Kecamatan Pana, dan Kecamatan Nosu; 

2. mangan di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, 

dan Kecamatan Tanduk Kalua; dan 

3. besi di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, 
Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Mamasa, 

Kecamatan Tabang, Kecamatan Aralle, Kecamatan 
Bambang, Kecamatan Pana, dan Kecamatan Mambi. 
Tabulahan. 

4. zikron di Desa Pangandaran Kecamatan Tabulahan 

b. mineral bukan logam meliputi: 

1. pasir kuarsa di Kecamatan Messawa, Kecamatan 
Sumarorong, dan Kecamatan Tanduk Kalua; 

2. mika di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, 

dan Kecamatan Aralle; 

3. zeolit di Kecamatan Messawa; dan 

4. gipsum di Kecamatan Mamasa. 

c. batuan di Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua, 
Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan 

Bambang. 

(3) Wilayah izin usaha pertambangan batuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan. 

(4) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:275.000 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf  6 

Kawasan Peruntukan Industri 

Pasal 38 

 

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf g terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan industri sedang; dan 

b. kawasan peruntukan industri rumah tangga. 

(2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. agroindustri terdiri atas: 

1. industri penggilingan padi dan kakao di Kecamatan Mambi 

dan Kecamatan Aralle; 

2. industri pengolahan jambu biji di Kecamatan Sesena 
Padang dan Kecamatan Balla; 

3. industri pengolahan buah markisa di Kecamatan Nosu dan 
Kecamatan Sesena Pandang; 

4. industri pengolahan kopi bubuk di Kecamatan 
Sumarorong, Kecamatan Bambang, Kecamatan Tabang, 
Kecamatan Tanduk Kalua, dan Kecamatan Mamasa; dan 

5. industri pengolahan ikan air tawar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (3). 

b. industri manufaktur terdiri atas: 

1. industri tenun tradisional di Kecamatan Balla dan 
Kecamatan Nosu; dan 

2. industri batu bata di Kecamatan Mamasa, Kecamatan 
Balla, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Mambi, dan 
Kecamatan Tabulahan. 

(3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan. 

 

Paragraf  7 

Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Pasal 39 

 

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf h terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu 
pengetahuan; 

b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan 

c. kawasan peruntukan pariwisata alam. 

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. tempat Siara Umat Katolik terdapat di Kecamatan Balla; 

b. upacara Mangngaro di Kecamatan Nosu yaitu upacara 

mengeluarkan mayat dari tempat pemakaman untuk 
dibungkus kembali; 

c. upacara Rambu Solo’ yaitu upacara pemakaman jenazah 
tradisional terdapat di Kecamatan Mamas a, Kecamatan 
Tawalian, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Balla, 
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Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Messawa, Kecamatan 
Nosu, Kecamatan Pana’ dan Kecamatan Tabang; dan 

d. upacara keagamaan kepercayaan tradisional di semua 
kecamatan. 

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c diuraikan dalam tabel sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(4) Kawasan peruntukan pariwisata digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian 1:275.000 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pariwisata 
diatur dengan peraturan daerah tentang rencana induk 
pembangunan kepariwisataan kabupaten. 

 

Paragraf  8 

Kawasan Peruntukan Permukiman 

Pasal 40 

 

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf i terdiri atas: 

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;dan 

b. kawasan peruntukan permukmian perdesaan. 

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di PKL, PKLp, dan PPK 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4). 

(3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: 

a. PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); 

b. permukiman transmigrasi; dan/atau 

c. wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengelolaan sumber daya alam. 

(4) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan dengan 
ketentuan: 

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan dilengkapi 
dengan ruang terbuka hijau dengan luas minimal 30% (tiga 

puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari 20% 
(dua puluh persen) sebagai ruang terbuka publik dan 10% 
(sepuluh persen) sebagai ruang terbuka privat; 

b. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan 
non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri 
atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas social, 

fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;  

c. kawasan permukiman perdesaan didominasi oleh kegiatan 

agraris dengan kepadatan bangunan, penduduk serta 
prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang 
intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non 

agraris; dan 

d. kawasan peruntukan permukiman dikembangkan dengan 

menggunakan nilai kearifan budaya lokal Mamasa. 
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Paragraf  9 

Kawasan Peruntukan Lainnya 

Pasal 41 

 

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf j adalah kawasan peruntukan pertahanan dan 
keamanan. 

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. fasilitas Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan; 

b. fasilitas Polisi Resort dan Asrama Polisi di Kecamatan 
Mamasa; 

c. fasilitas Polisi Sektor Kecamatan Mamasa, Kecamatan 
Sumarorong, Kecamatan Mambi, dan Kecamatan Nosu; dan 

d. pos jaga Polisi tersebar di semua kecamatan yang belum 

mempunyai fasilitas Polisi Sektor; dan 

e. pengembangan fasilitas Komando Rayon Militer dan fasilitas 
Polisi Sektor di kecamatan yang diperlukan. 

 
 

BAB V 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 

Pasal 42 

 
(1) Kawasan strategis di Kabupaten Mamasa terdiri atas: 

a. Kawasan Strategis Provinsi; dan  

b. Kawasan Strategis Kabupaten. 

(2) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian 1:150.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
  



 
- 39 - 

 

 

Pasal 43 

 

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Mamasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kawasan pariwisata yang merupakan kawasan strategis dari 

sudut kepentingan sosial budaya; dan 

b. kawasan Taman Nasional Ganda Dewata di Kecamatan 
Tabulahan 

c. kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan strategis dari 
sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

 

Pasal 44 

 

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;  

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; 

 
Pasal 45 

 

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas: 

a. kawasan perkotaan Mamasa sebagai pusat pemerintahan dan 

pelayanan kabupaten; dan 

b. kawasan perkotaan Sumarorong sebagai pusat perdagangan; 
dan 

c. kawasan agribisnis meliputi sebagian wilayah Kecamatan 
Tabang, sebagian wilayah Kecamatan Pana’, sebagian wilayah 

Kecamatan Sesena Padang, sebagian wilayah Kecamatan 
Tanduk Kalua, sebagian wilayah Kecamatan Nosu, sebagian 
wilayah Kecamatan Sumarorong, sebagian wilayah Kecamatan 

Balla, sebagian wilayah Kecamatan Rantebulahan Timur, 
sebagian wilayah Kecamatan Mehalaan, sebagian wilayah 
Kecamatan Bambang, sebagian wilayah Kecamatan Buntu 

Malangka, sebagian wilayah Kecamatan Mambi, sebagian 
wilayah Kecamatan Aralle dan sebagian wilayah Kecamatan 

Tabulahan. 

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas: 

a. situs Cagar Budaya Rumah Adat Tradisional  di Kecamatan 
Balla; 

b. situs To’pao dan kawasan sekitarnya di Kecamatan Mamasa; 

c. perkampungan Tradisional Loko di Mambulling Kecamatan 
Mamasa; 

d. Rumah Adat Tradisional  di Kecamatan Bambang; 

e. Rumah Adat Tradisional  di Kecamatan Sesena Padang; 

f. Perkampungan Tradisional di Mamulu Kecamatan Pana; 

g. Rumah Adat Tradisional  di Kecamatan Messawa; 

h. Rumah Adat Tradisional  di Kecamatan Nosu; 

i. Perkampungan Tradisional Sirenden di Kecamatan Tawalian; 
dan 

j. Pusat Peradaban Pitu Ulunna Salu di Kecamatan Tabulahan. 
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Pasal 46 

 

(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Mamasa disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata 
Ruang.  

(2) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
 

BAB VI 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

Pasal 47 

 
(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada 

rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan 

strategis kabupaten. 

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas: 

a. indikasi program utama; 

b. indikasi lokasi; 

c. indikasi sumber pendanaan; 

d. indikasi pelaksana; dan 

e. indikasi waktu dan tahapan pelaksanaan, 

diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
Pasal 48 

 

Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;  

b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan 

c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis. 

 

Pasal 49 

 

(1) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) 
huruf b merupakan tempat usulan program utama dilaksanakan. 

(2) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
46 ayat (2) huruf c merupakan sumber pendanaan program 

pemanfaatan ruang yang  bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
investasi masyarakat, investasi swasta, dan kerja sama 

pendanaan. 

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
46 ayat (2) huruf d terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten, swasta, dan masyarakat. 
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(5) Indikasi waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e terdiri dari: 

a. Tahap 5 (lima) tahunan pertama diprioritaskan untuk 
peningkatan fungsi dan pengembangan;  

b. tahap 5 (lima) tahunan kedua diprioritaskan untuk 
peningkatan fungsi dan pengembangan;  

c. tahap 5 (lima) tahunan ketiga diprioritaskan untuk 

pengembangan dan pemantapan; dan 

d. tahap 5 (lima) tahunan keempat diprioritaskan untuk 
pemantapan. 

 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 50 

 

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 
wilayah Kabupaten Mamasa. 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi; 

b. ketentuan perizinan; 

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan 

d. arahan sanksi. 

 

Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Pasal 51 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a 

digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam 
menyusun peraturan zonasi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang; 
dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang. 

 

Paragraf  1 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  

Rencana Struktur Ruang 

Pasal 52 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat-pusat kegiatan; 

b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;  
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c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi/ketenagalistrikan; 

d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi; 

e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan 

f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan. 

 
Pasal 53 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat-pusat kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL dan PKLp; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan 

c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL dan PKLp sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman 
perkotaan, pusat perdagangan dan jasa regional, industri, 

pariwisata, dan pendidikan yang didukung dengan fasilitas 
dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan 
ekonomi skala kabupaten atau beberapa kecamatan; 

b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas 
menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 

40%; 

c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal 
terkendali; dan/atau 

d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus 
dilindungi dan dilestarikan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman 

perkotaan, pusat perdagangan dan jasa lokal, agroindustri, 
pariwisata, dan pendidikan yang didukung dengan fasilitas 
dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan 

ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa; 

b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas 

menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 
40%; 

c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal 

terkendali; dan/atau 

d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus 

dilindungi dan dilestarikan. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman 
perdesaan, perdagangan dan jasa lokal, agroindustri, 
pariwisata, dan pendidikan yang didukung dengan fasilitas 

dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan 
ekonomi skala antar desa; 

b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas 
menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 
40%; 

c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal 
terkendali; dan/atau 
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d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus 
dilindungi dan dilestarikan. 

 
Pasal 54 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan 

transportasi darat; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan 
transportasi udara. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari lalu lintas dan 
angkutan jalan, lalu lintas pejalan kaki, bangunan dan 
jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, 

dan bangunan gedung yang disesuaikan dengan bagian-
bagian jalan;  

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan 

dan pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan dan 
sabuk hijau di sekeliling terminal; dan 

c. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 

1. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan 
pengguna jalan; 

2. kegiatan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi 
dan konsentrasi pengemudi; 

3. kegiatan yang mengganggu fungsi dan konstruksi jalan 
serta bangunan pelengkapnya; 

4. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-

rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan 

5. kegiatan yang menganggu dan mengurangi fungsi terminal 
dan bangunan pendukungnya. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi udara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, 
pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara di 
dalam daerah lingkungan kerja bandar udara; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan 
terbatas pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan 

kawasan kebisingan di dalam daerah lingkungan kepentingan 
bandar udara dan sabuk hijau; 

c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang membuat 

halangan (obstacle), pada kawasan keselamatan operasi 
penerbangan, yang dapat membahayakan keselamatan dan 

keamanan penerbangan. 

 
Pasal 55 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan 
energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
huruf c terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga 
listrik;  
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b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan 

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi 

listrik. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, 
pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan peralatan 

pembangkit listrik di zona manfaat;  

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan 
dan pengembangan sabuk hijau di zona penyangga; dan 

c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menganggu 
keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik di zona 

penyangga. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi gardu induk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari instalasi gardu induk 
dan fasilitas pendukungnya di zona manfaat; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan 
dan pengembangan sabuk hijau berjarak minimum 20 (dua 
puluh) meter di zona bebas; dan 

c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menganggu 
keselamatan operasional gardu listrik di zona bebas. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi listrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah penempatan bangunan 

transmisi listrik dan fasilitas pendukungnya di ruang bebas;  

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan 
apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan 

horizontal di ruang aman; dan 

c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilakukan orang 
di ruang bebas. 

 
Pasal 56 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan 

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d 

terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel; dan  

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan nirkabel. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, 
pengembangan, dan pengoperasian tiang dan kabel-kabel;  

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan 

dan pengembangan sabuk hijau; dan 

c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menganggu 

keselamatan operasional tiang dan kabel-kabel. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan 
nirkabelsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pembangunan dan 
pengembangan menara telekomunikasi, sarana pendukung, 

dan identitas hukum menara telekomunikasi; 
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b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menganggu 
sejauh radius sesuai tinggi menara telekomunikasi; 

c. radius keselamatan ruang menara dihitung 125% (seratus dua 
puluh lima persen) dari tinggi menara dalam upaya menjamin 

keselamatan akibat kecelakaan menara; dan 

d. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan 
peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib 

memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan 
tersebut. 

 

Pasal 57 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya 
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi WS; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi; dan 

c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk 

air minum. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi WS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pemanfaatan sumber 
daya air dan pelaksanaan kontruksi prasarana sumber daya 
air; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan 
pemanfaatan sumber daya air yang memberikan dampak 

terhadap lingkungan; dan 

c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang 
mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, 

mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan 
pencemaran air. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, 

pengembangan, dan pengoperasian bangunan irigasi dan 
fasilitas pendukungnya; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang 

dilaksanakan di sempadan jaringan irigasi; 

c. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 

1. membuat galian pada jarak tertentu di luar garis 
sempadan irigasi untuk mencegah hilangnya air irigasi 
dan rusaknya jaringan irigasi; 

2. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta 
bangunan yang ada mendirikan bangunan lain di dalam, 
di atas atau yang melintasi saluran irigasi; dan 

3. alih fungsi lahan beririgasi. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air 

minumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pembangunan, 
pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan fasilitas 

pengambilan dan pengolahan air baku; 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengakibatkan 

pencemaran terhadap air baku dan terganggunya aliran air 
baku; 
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c. perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan 
pengaturan pengembangan sistem pengembangan air minum 

dan prasarana sarana sanitasi. 

 

Pasal 58 

 
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan 

pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
huruf f terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air 

minum; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air 

limbah; dan 

c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan 
persampahan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 

1. pengembangan jaringan perpipaan terdiri dari unit air 
baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan 

unit pengelolaan; 

2. pengembangan jaringan perpipaan terdiri dari sumur 
dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air 

hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air 
kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu 
pengembangan dan pemanfaatan sistem penyediaan air 
minum. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, 

pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan fasilitas 
pengolahan limbah; 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menganggu 
fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m (sepuluh meter) 
di sekeliling instalasi; dan 

c. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10% 
(sepuluh persen). 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan di TPS, TPST, dan TPA terdiri 

dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian 
bangunan fasilitas pengolahan sampah serta kegiatan 
pengolahan sampah; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang 
dilaksanakan di sekitar TPS, TPST, dan TPA dengan 

ketentuan: 

1. berjarak 10 m (sepuluh meter) di sekeliling TPS dan TPST; 
dan 

2. berjarak 1 km (satu kilometer) di sekeliling TPA. 

c. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 

1. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan; 
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2. membuang sampah tidak pada tempat yang telah 
ditentukan dan disediakan; 

3. pengolahan sampah dengan sistem terbuka (open 
dumping) di tempat pemrosesan akhir; dan 

4. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan 
teknis pengelolaan sampah. 
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Paragraf  2 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  

Rencana Pola Ruang 

Pasal 59 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya;  

 

Pasal 60 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang 
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan 
setempat; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, 

pelestarian alam, dan cagar budaya; 

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana 
alam; dan 

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
hutan produksi; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
hutan rakyat; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

pertanian; 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

perikanan; 

e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
pertambangan; 

f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
industri; 

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
pariwisata; 

h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

permukiman; 

i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
lainnya. 
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Pasal 61 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari pemanfaatan 

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan 
bukan kayu, kepentingan umum terbatas dan kepentingan 
strategis sesuai peraturan perundang-undangan, dan kegiatan 

masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di dalam 
kawasan hutan; 

b. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengurangi, 

mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, pengolahan 
tanah terbatas, menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik 

dan sosial ekonomi, menggunakan peralatan mekanis dan alat 
berat, membangun sarana dan prasarana yang mengubah 
bentang alam dan/atau penambangan dengan pola pertambangan 

terbuka. 

 
Pasal 62 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b adalah kawasan resapan air terdiri 
atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas: 

1. perkebunan tanaman tahunan/keras yang mempunyai 

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan; 

2. situ/embung dan prasarana penahan air lainnya; dan 

3. hutan rakyat. 

b. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 

1. merambah kawasan hutan, membakar hutan, menebang 
pohon tanpa izin atau tidak memiliki hak; 

2. mengembalakan ternak dan membuang benda-benda yang 
dapat mengakibatkan kebakaran dan kerusakan hutan; dan 

3. kegiatan penyebaran, penggalian atau kegiatan lain dalam 
radius 200 (dua ratus) meter dari mata air. 

c. permukiman yang sudah terbangun sebelum ditetapkan sebagai 

kawasan resapan air masih diperkenankan dengan syarat: 

1. koefisien dasar bangunan maksimum 20% (dua puluh persen) 

dan koefisien lantai bangunan maksimum 40% (empat puluh 
persen); 

2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki 

daya serap air tinggi; dan/atau 

3. wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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Pasal 63 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan 

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c 
terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 

1. bangunan prasarana sumber daya air; 

2. fasilitas jembatan dan dermaga; 

3. jalur pipa gas dan air minum; 

4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan 

5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, 
misalnya ruang terbuka hijau dan tanaman sayur-mayur. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan di 
ruang manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai; dan 

c. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 

1. menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, 
dan mengurangi dimensi tanggul apabila sempadan sungai 

terdapat tanggul pengendali banjir; dan 

2. membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan 
mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan 

tempat usaha serta kegiatan yang dapat menganggu fungsi 
sempadan sungai. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar mata air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 

1. bangunan prasarana sumber daya air; 

2. jalur pipa gas dan air minum; 

3. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan 

4. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, 
misalnya ruang terbuka hijau dan tanaman sayur-mayur. 

b. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 

1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap 
mata air; 

2. pemanfaatan hasil tegakan; dan 

3. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan 

tempat usaha serta kegiatan yang dapat menganggu fungsi 
sempadan mata air. 
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Pasal 64 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan suaka 

alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi cagar alam; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi taman nasional; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam; dan 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya 
dan ilmu pengetahuan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi cagar alam sebagaimana 

dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 

1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi 
alam; 

3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan 

4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang 
budidaya. 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang merusak bentang 
alam dan merubah fungsi cagar alam. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi taman nasional sebagaimana 
dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 

1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi 

alam; 

3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan 
air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; 

4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; 

5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang 
budi daya; dan/atau 

6. pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan 
hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan 
perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak 
dilindungi; dan 

c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang merusak bentang 
alam dan merubah fungsi taman nasional. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam 
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 

1. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan 
air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; 

2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

3. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi 
alam; 

4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang 
budi daya; dan/atau 

5. pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan 

hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional serta 
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kegiatan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang 
tidak dilindungi. 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang merusak bentang 
alam dan merubah fungsi taman wisata alam. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan 
ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) 
huruf d terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan untuk 
kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; dan 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang merubah fungsi 
ruang cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

 
Pasal 65 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e terdiri 
atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah 

longsor; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa 

bumi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kehutanan dan 
perkebunan tahunan, dan prasarana penunjang untuk 

mengurangi resiko bencana; 

b. kegiatan yang dilarang adalah membangun bangunan dan 
memotong tebing menjadi tegak; dan 

c. sempadan tebing rawan longsor adalah 2 (dua) kali ketinggian 
tebing. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pertanian, perikanan, 

dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana; 
dan 

b. kegiatan yang dilarang adalah perumahan dan permukiman. 
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Pasal 66 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f terdiri 
atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam 
geologi; dan 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana 

alam geologi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah penelitian, 
pengembangan ilmu pengetahuan, dan wisata alam; 

b. kegiatan yang dilarang adalah bangunan permanen, 
prasarana umum, dan permukiman penduduk. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam 

geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kehutanan, pertanian, 
perkebunan, dan prasarana penunjang untuk mengurangi 

resiko bencana; dan 

b. kegiatan yang dilarang adalah perumahan dan permukiman. 

 
Pasal 67 

 

(1) Kawasan permukiman yang sudah terbangun di kawasan rawan 

bencana alam dan kawasan rawan bencana geologi harus dibatasi 
dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan 

kerawanan bencana alam dan dilengkapi dengan jalur evakuasi. 

(2) Teknologi yang diterapkan untuk bangunan di kawasan rawan 
bencana alam dan kawasan rawan bencana geologi adalah 

kontruksi bangunan anti gempa. 

 

Pasal 68 

 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan 

produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a 
terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 

1. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; 

2. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan 

alam; 

3. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan 
tanaman; 

4. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; 
dan/atau 

5. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: 

1. usaha pemanfaatan kawasan; 

2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan; 

3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; 

4. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam; dan/atau 
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5. pertambangan. 

c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilarang dalam 

usaha pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan. 

 

Pasal 69 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan 
rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b terdiri 

atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b; 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengurangi fungsi 
lindung seperti mengurangi keseimbangan tata air. 

 
Pasal 70 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c 
terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya 

tanaman pangan; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya 

hortikultura; 

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya 
perkebunan; dan 

d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya 
peternakan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya tanaman 
pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan 

prasarana sarana pendukung kegiatan budi daya tanaman 
pangandengan kepadatan rendah serta wisata agro; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan 

pembangunan untuk kepentingan umum; 

c. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 

1. alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan 
berkelanjutan; 

2. merusak irigasi dan infrastruktur lainya; dan 

3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian pangan 
berkelanjutan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya 
holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan 
prasarana sarana pendukung kegiatan budi daya holtikulura 
dengan kepadatan rendah dan wisata agro; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari alih fungsi 
lahan budi daya holtikultura dan kegiatan pembangunan 

untuk kepentingan umum; 

c. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 
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1. menebang pohon induk yang mengandung bahan 
perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang 

terancam punah; 

2. merusak irigasi dan infrastruktur lainya; dan 

3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian 
holtikultura. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya 

perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 
atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan 

prasarana sarana pendukung kegiatan perkebunan; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari kegiatan 

pembangunan untuk kepentingan umum dan kegiatan 
perkebunan skala besar; 

c. kegiatan yang dilarang terdiri atas: 

1. alih fungsi wilayah geografis penghasil produk perkebunan 
spesifik lokasi yang telah diteteapkan oleh bupati; 

2. perkebunan yang tidak menerapkan pembangunan 
berwawasan lingkungan berkelanjutan; dan 

3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian 

holtikultura. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya 
peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri 

atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan 

prasarana sarana pendukung kegiatan peternakan, serta 
kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah permukiman 

dan alih fungsi lahan peternakan; 

c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengganggu 
keberlangsungan hidup ternak dan kegiatan yang mengurangi 

kesuburan lahan penggembalaan. 

 

Pasal 71 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana 
sarana pendukung kegiatan perikanan, penelitian dan pendidikan 

dan/atau wisata perikanan. 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan budi daya 
perikanan skala besar; 

c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menyebabkan 
pencemaran air. 

 

Pasal 72 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) 
huruf e terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah usaha 
pertambangan; dan 
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b. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah izin usaha 
pertambangan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan adalah seluruh kegiatan 
pemanfaatan ruang; 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menyebabkan 

rusaknya bentang alam. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah izin usaha 
pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pendukung 

operasional pertambangan dan sabuk hijau pembatas ruang 
dengan kegiatan lainnya; 

b. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan pembuangan 

limbah tanpa pengelolaan, permukiman di kawasan 
pertambangan, dan perusakan lingkungan. 

 
Pasal 73 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari perumahan, 

perdagangan dan jasa, dan penyimpanan barang; 

b. kegiatan yang dilarang adalah pembuangan limbah tanpa 

pengelolaan; 

c. koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen) 
dan koefisien dasar hijau minimal 10% (sepuluh persen); 

d. prasarana minimal terdiri dari jaringan jalan lingkungan, jaringan 
listrik, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan 
drainase, pengelolaan sampah, dan jaringan air limbah; 

e. sarana minimal terdiri dari ruang terbuka hijau, kantor pengelola, 
pemadam kebakaran, dan sarana penunjang; 
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Pasal 74 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf 
g terdiri atas: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata alam. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5). 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari usaha daya tarik 
wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi, 
usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan 

minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha 
penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha 

penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, 
dan pameran, serta usaha jasa informasi pariwisata; 

b. kegiatan yang dilarang terdiri dari merusak sebagian atau 

seluruh fisik daya tarik wisata dan kegiatan yang menganggu 
fungsi pariwisata. 

 
Pasal 75 

 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h 
terdiri atas: 

a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 

1. perdagangan dan jasa; 

2. prasarana dan sarana permukiman; 

3. ruang terbuka hijau; dan 

4. industri rumah tangga; 

b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menimbulkan polusi 

lingkungan yang dapat menggangu berlangsungnya kegiatan 
hunian. 

c. prasarana sarana minimal mengacu kepada Standar Pelayanan 
Minimal bidang permukiman. 

 

Pasal 76 

 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dapat 

dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang 
bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan 

zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan 

setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD Kabupaten Mamasa. 
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Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 

Pasal 77 

 
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 

(2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam 

pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur 
dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang 

sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 78 

 

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten  
Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) terdiri 
atas: 

a. izin prinsip; 

b. izin lokasi; 

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan 

d. izin mendirikan bangunan;  

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a  sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

 

Bagian Keempat 

Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

Pasal 79 

 
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah 
daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. 

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan 
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan 
umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu 
dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 80 

 

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah 
kepada masyarakat. 

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh 

instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 81 

 

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) terdiri atas: 

a. insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang 
mendukung pengembangan kawasan pariwisata berbentuk: 

1. pemberian kompensasi; 

2. penyediaan prasarana dan sarana kawasan; 

3. kemudahan perizinan; dan 

4. pemberian penghargaan terhadap kawasan pariwisata 
unggulan. 

b. insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang 
mendukung pengembangan kawasan budi daya tanaman 
pangan dan kawasan budi daya perkebunan berbentuk: 

1. pemberian keringanan pajak; 

2. pengurangan retribusi; 

3. pemberian imbalan; 

4. penyediaan prasarana dan sarana kawasan; dan 

5. pemberian penghargaan terhadap kawasan peruntukan 

pertanian unggulan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 82 

 

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) terdiri atas: 

a. disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan 
perlindungan setempat berbentuk: 

1. pensyaratan khusus dalam perizinan; 

2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan 

3. penalti. 

b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan 
ruang di kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan 
bencana alam geologi berbentuk: 

1. pengenaan pajak yang tinggi; 

2. pensyaratan khusus dalam perizinan 

3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan 

4. pengenaan kompensasi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Bagian Kelima 
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Arahan Sanksi 

Pasal 83 

 
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 

huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam 
pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan 
ruang. 

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap: 

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana 
struktur ruang dan pola ruang; 

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang 

diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; 

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan 
ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; 

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan 
izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW 

kabupaten; 

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap 
kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan 

dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau 

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan 
prosedur yang tidak benar. 

 
Pasal 84 

 

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g 
dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. pembatalan izin; 

g. pembongkaran bangunan; 

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau  

i. denda administratif. 

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 

ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pembongkaran bangunan; 

f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau  

g. denda administratif. 

 
 

BAB VIII 
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KELEMBAGAAN 

Pasal 85 

 
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama 

lintas sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Keputusan Bupati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang 

mengacu kepada peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB IX 

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG 

Pasal 86 

 
Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: 

a. perencanaan tata ruang; 

b. pemanfaatan ruang; dan 

c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

 
Pasal 87 

 

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a berupa:  

a. masukan mengenai :  

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;  

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan 

wilayah atau kawasan; 

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 

5. penetapan rencana tata ruang. 

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 
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Pasal 88 

 

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dapat berupa: 

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 

b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur 
masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal 

dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di 

dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan 
hidup dan sumber daya alam; dan 

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 89 
 

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dapat berupa: 

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, 
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;  

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;   

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang 
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran 
kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan; dan 

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang 
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang. 

 

Pasal 90 

 
(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan 

secara langsung dan/atau tertulis. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

disampaikan kepada bupati. 

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 
dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh 

Bupati. 
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Pasal 91 

 

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah 

membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang 
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 92 

 

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat 
dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

BAB X 

PENYIDIKAN 

Pasal 93 

 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan 
pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan 
penyidikan pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini. 

(2) Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) secara teknis operasional di lapangan berkoordinasi 

dengan unsur kepolisian. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS 
sebagaimana di maksud pada ayat (1), berwenang : 

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam 

bidang penataan ruang; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;  

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan 
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;  

d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang 

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang;  

e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil 

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana dalam bidang penataan ruang; dan  

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang.  

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat 
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan 
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum 

melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

(7) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara 

serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 94 
 
Tata cara dan mekanisme tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Penataan Ruang harus berpedoman pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

 

BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 95 

 
(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 

dan tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, 
diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang 

mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta 
kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin 
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan 

sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

 

BAB XII 

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN 

Pasal 96 

 
(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Mamasa berlaku untuk 20 (dua 

puluh) tahun. 

(2) RTRW Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan 
dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas 
wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW 
Kabupaten Mamasa dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) tahun. 

(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Mamasa Tahun 

2015-2035 dilengkapi dengan Rencana/Materi Teknis RTRW 
Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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(5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang 

Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 97 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang 
telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku 

sesuai dengan masa berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku 
ketentuan: 

1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin 

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; 

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan; dan 

3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan 
tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian 
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, 

izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap 
kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin 

tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; 

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin 
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 

akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah 
ini. 

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan 

Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan 
izin yang diperlukan. 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 98 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamasa. 

 
Ditetapkan di Mamasa 

Pada tanggal 10 Juni 2015 

 

BUPATI MAMASA, 

 

 

 
 

H. RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 
pada tanggal 12 Juni 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

 

 
 

 

Drs. BENYAMIN YD, M.Pd 

Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP : 19641010 198303 1 005 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015  

NOMOR 150 

 
 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT : 6 TAHUN 2015 
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015  

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 

KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 - 2035 



PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 1 TAHUN 2015 
TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMASA  
TAHUN 2015-2035 

 

I. UMUM 
 

Sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan pedoman untuk 

penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; 
penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten; 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 

wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan 
keseimbangan antar sektor;  penetapan lokasi dan fungsi ruang 

untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis 
kabupaten. 

Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan 

dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan 
globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan 
perkembangan antar kecamatan, kondisi fisik wilayah yang rentan 

terhadap bencana alam di wilayah kabupaten, dampak pemanasan 
global, penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten, dan 

peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. 

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, 
upaya pembangunan kabupaten juga harus ditingkatkan melalui 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang 
yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat 
diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting 

yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan 
keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang 

pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWK. 

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara 
terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan 

kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang 

memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap 
pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap 
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan 

hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan 
pembangunan yang berkelanjutan. 

RTRWK memadukan, menyerasikan tata guna lahan, tata 

guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam 
lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan 

dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan 
kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan 
wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan 

lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan 
pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah 



kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah 
kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta 

perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar 
wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi 

pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. 
Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat 
perkotaan di wilayah Kabupaten Mamasa, sistem jaringan 

transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan 
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air di wilayah 
Kabupaten Mamasa. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup 

kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan 
andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan 

serta kawasan strategis kabupaten. 

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola 
ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur 

ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten; arahan 
pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama 

jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian 
pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan 
insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. 

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis 
kabuapeten sangat berkaitan erat dengan RTRWK karena 
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk 

mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan 
Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis 

kabupapten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf 
f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

 Cukup Jelas 
Pasal 2 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 

 Huruf c 

   Cukup jelas 
  Huruf d 
   Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
Pasal 3 

 Cukup Jelas 
 



Pasal 4 

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten 

ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah 
kabupaten. 

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah 
Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 
garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut 

dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai 
tujuan penataan ruang. 

  Huruf a 

   Cukup jelas 
  Huruf b 

   Cukup jelas 
  Huruf c  
   Cukup jelas 

  Huruf d 
   Cukup jelas 

  Huruf e 
   Cukup jelas 
  Huruf f 

   Cukup jelas 
  Huruf g 
    Cukup jelas 

Pasal 5 
Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah 

Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan 
penataan ruang. 

  Ayat (1)  

   Cukup jelas 
    Huruf a 
     Cukup jelas 

    Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas  

  Ayat (2) 

   Cukup jelas 
    Huruf a 

Yang dimaksud dengan mengembangkan sistem 
jaringan prasarana transportasi darat yang 
ekokonstruksi adalah pembangunan jalan, 

jembatan dan gorong-gorong yang tetap menjaga 
kelestarian lingkungan, baik yang biologis seperti 
hábitat kehidupan flora dan fauna, maupun yang 

non biologis seperti struktur dan kondisi geologis 
tanah, sungai dan sumber daya air lainnya.    

    Huruf b 
   Cukup jelas 
  Huruf c 

   Cukup jelas 
   



  Huruf d 
   Cukup jelas 

  Huruf e 
   Cukup jelas 

  Huruf f 
   Cukup jelas  
  Huruf g 

   Cukup jelas 
  Huruf h 
   Cukup jelas 

Ayat (3) 
 Cukup jelas 

 Huruf a 
  Cukup jelas 

 Huruf b 

  Cukup jelas 
 Huruf c 

  Cukup jelas 
 Huruf d 
  Cukup jelas  

 Huruf e 
  Cukup jelas 

 Ayat (4)  

  Cukup jelas 
   Huruf a 

     Cukup jelas 
   Huruf b 
     Cukup jelas 

   Huruf c 
     Cukup jelas 
   Huruf d 

     Cukup jelas 
   Huruf e 

     Cukup jelas 
 Ayat (5)  
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

   Huruf e 
    Cukup jelas 

   Huruf f 
    Cukup jelas 
   Huruf g 

    Cukup jelas 
 Ayat (6)  

  Cukup jelas 



   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
 Ayat (7) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
Pasal 6 

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah 
gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada 
akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada 

dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah 
kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Nasional. 

  Ayat (1) 
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan 

rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah 
kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan 
dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana 

wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk 
melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem 

jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan 
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem 

jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah 
hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, 
dan sistem jaringan prasarana lainnya.  

Dalam rencana tata ruang kabupaten digambarkan 
sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan 

peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut 
peraturan perundang-undangan, pengembangan dan 
pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah 

daerah kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan 
struktur ruang yang telah ditetapkan dalam rencana 
tata ruang wilayah provinsi. 

   Huruf a 

Pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten 

merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, 
ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di 
wilayah kabupaten. 

    
 



   Huruf b 
Sistem jaringan transportasi merupakan sistem 

jaringan prasarana utama yang menjadi bagian dari 
sistem jaringan prasarana kabupaten. 

   Huruf c 
Sistem jaringan lainnya merupakan sistem jaringan 
prasarana yang melengkapi jaringan prasarana 

kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 Ayat (2)  

  Cukup jelas 
Pasal 7 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

   Huruf e 
    Cukup jelas 

   Huruf f 
    Cukup jelas 
   Huruf g 

    Cukup jelas 
   Huruf h 
    Cukup jelas 

   Huruf i 
    Cukup jelas 

   Huruf j 
    Cukup jelas 
   Huruf k 

    Cukup jelas 
   Huruf l 

    Cukup jelas 



   Huruf m 
    Cukup jelas 

   Huruf n 
    Cukup jelas 

   Huruf o 
    Cukup jelas 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
   Huruf e 

    Cukup jelas 
   Huruf f 
    Cukup jelas 

   Huruf g 
    Cukup jelas 
   Huruf h 

    Cukup jelas 
   Huruf i 

    Cukup jelas 
   Huruf j 
    Cukup jelas 

   Huruf k 
    Cukup jelas 
   Huruf l 

    Cukup jelas 
   Huruf m 

    Cukup jelas 
   Huruf n 
    Cukup jelas 

   Huruf o 
    Cukup jelas 

   Huruf p 
    Cukup jelas 

  Huruf q 

    Cukup jelas 
Pasal 8 
 Cukup jelas 

  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 
Pasal 9 

 Ayat (1) 
  Huruf a 

   Cukup jelas 



  Huruf b 
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 

 Ayat (2) 
Jaringan jalan kabupaten terdiri atas: jalan kolektor primer 
yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan 

provinsi; jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota 
kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten 
dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota 

kecamatan dengan desa, dan antardesa; jalan sekunder; 
dan jalan strategis kabupaten. 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

   Huruf e 
    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Angka 1 

     Cukup jelas 
    Angka 2 

Yang dimaksud dengan trayek angkutan 

penumpang Mamasa – Tana Toraja terutama 
adalah kemudahan, keamanan, dan 
kenyamanan para wisatawan yang akan 

mengunjungi obyek-obyek wisata sosial budaya 
di wilayah Kabupaten Mamasa yang dipadukan 

dengan obyek-obyek wisata sosial budaya di 
wilayah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten 
Toraja Utara, dalam kawasan strategis nasional 

Toraja dan sekitarnya di bidang sosial budaya, 
mengacu pada RTRWN 2005-2025. 

     



    Angka 3 
     Cukup jelas 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas 

Pasal 10 
 Ayat (1)  
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
Pasal 11 
 Cukup jelas 

  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 
  Huruf c 

   Cukup jelas 
  Huruf d 
   Cukup jelas 

Pasal 12 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

    



   Huruf b 
    Cukup jelas 

Pasal 13 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
     Angka 3 
      Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
Sistem jaringan nirkabel diutamakan karena sesuai 
dengan kondisi wilayah yang berbukit/pegunungan. 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

Pasal 14 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

Pasal 15 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 



   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
      Cukup jelas  
   Huruf b 

    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 
     Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 
     Angka 4 

      Cukup jelas  
     Angka 5 

      Cukup jelas  
   Huruf c 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
     Cukup jelas 
     Angka 3 

      Cukup jelas 
     Angka 4 
      Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 



     Angka 2 
     Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 
     Angka 2 

     Cukup jelas 
     Angka 3 
      Cukup jelas 

     Angka 4 
      Cukup jelas 

Pasal 16 
 Cukup jelas 
  Huruf a 

   Cukup jelas 
  Huruf b 

   Cukup jelas  
  Huruf c 
   Cukup jelas  

  Huruf d 
   Cukup jelas  
  Huruf e 

   Cukup jelas  
Pasal 17 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas  

   Huruf c 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas  
   Huruf b 

    Cukup jelas  
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas  
   Huruf b 
    Cukup jelas  

   Huruf c 
    Cukup jelas  

    



   Huruf d 
  Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
  Cukup jelas 
  Huruf b 

   Cukup jelas 
 Ayat (5) 
   Cukup jelas 

   Huruf a 
  Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 
Pasal 18 

 Cukup jelas 
Pasal 19 

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai 
alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pelestaian lingkungan 
dalam wilayah kabupaten; mengatur keseimbangan dan 

keserasian peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan 
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 
dua puluh tahun; dan sebagai dasar dalam pemberian izin 

pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten. 

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten memuat rencana pola 

ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Propinsi dan Nasional . 

 Ayat (1) 

   Cukup jelas 
   Huruf a 
  Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 

 Ayat (2) 
   Cukup jelas 
Pasal 20 

 Cukup jelas 
  Huruf a 

   Cukup jelas 
  Huruf b 
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 
  Huruf d 

   Cukup jelas 
  Huruf e 

   Cukup jelas 
  Huruf f 
   Cukup jelas 

Pasal 21 
 Cukup jelas 



  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 
  Huruf d 

   Cukup jelas 
  Huruf e 
   Cukup jelas 

  Huruf f 
   Cukup jelas 

  Huruf g 
   Cukup jelas 
  Huruf h 

   Cukup jelas 
  Huruf i 

   Cukup jelas 
  Huruf j 
   Cukup jelas 

  Huruf k 
   Cukup jelas 
  Huruf l 

   Cukup jelas 
  Huruf m 

   Cukup jelas 
  Huruf n 
   Cukup jelas 

Pasal 22 
 Ayat (1)  

Cukup jelas 

 Ayat (2)  
Cukup jelas 

Ayat (3)  
Cukup jelas 

Pasal 23 

 Cukup jelas 
  Huruf a 

   Cukup jelas 
  Huruf b 
   Cukup jelas 

Pasal 24 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
     Cukup jelas 
    Angka 2 

     Cukup jelas 
    Angka 3 

     Cukup jelas 



   Huruf b 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
      Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
Pasal 25 

Yang termasuk dalam Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 
dan Cagar Budaya meliputi kawasan suaka alam, taman hutan 
raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan. 
  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 
  Huruf d 

   Cukup jelas 
  Huruf e 
   Cukup jelas 

  Huruf f 
   Cukup jelas  

  Huruf g 
   Cukup jelas 
Pasal 26 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 27 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

    



   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
Pasal 28 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2)  
 Cukup jelas 

  Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
    
   Huruf c 

    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
Pasal 29 

 Cukup jelas 
  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 
  Huruf d 

   Cukup jelas 
  Huruf e 
   Cukup jelas 

  Huruf f 
   Cukup jelas 

  Huruf g 
   Cukup jelas 
  Huruf h 

   Cukup jelas 
  Huruf i 

   Cukup jelas 



  Huruf j 
   Cukup jelas 

Pasal 30 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

   Huruf e 
    Cukup jelas 

   Huruf f 
    Cukup jelas 
   Huruf g 

    Cukup jelas 
   Huruf h 
    Cukup jelas 

   Huruf i 
    Cukup jelas 

   Huruf j 
    Cukup jelas 
   Huruf k 

    Cukup jelas 
   Huruf l 

    Cukup jelas 
   Huruf m 
    Cukup jelas 

   Huruf n 
    Cukup jelas 
   Huruf o 

    Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
Pasal 31 
 Cukup jelas 

Pasal 32 
 Cukup jelas 

   



  Huruf a 
   Cukup jelas  

  Huruf b   
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 
  Huruf d 

   Cukup jelas 
Pasal 33 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

Pasal 34 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
     Angka 3 
      Cukup jelas 

     Angka 4 
      Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
Pasal 35 

 Cukup jelas 



  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 
Pasal 36 

 Cukup jelas 
  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 
  Huruf d 

   Cukup jelas 
Pasal 37 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2)  
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 

     Angka 4  
      Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 
 

     Angka 4 
      Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 



Pasal 38 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Angka 1 
     Cukup jelas 

    Angka 2 
     Cukup jelas 
    Angka 3 

     Cukup jelas 
    Angka 4 

     Cukup jelas 
    Angka 5 
     Cukup jelas 

   Huruf b 
    Angka 1 
     Cukup jelas 

    Angka 2 
     Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
Pasal 39 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas 



Pasal 40 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 
Pasal 41 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 
   Huruf e 

    Cukup jelas 
Pasal 42 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
    

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 



Pasal 43 
 Cukup jelas 

  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 
  Huruf c 

   Cukup jelas 
Pasal 44 
 Ayat (1) 

  Cukup jekas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

Pasal 45 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
   Huruf e 
    Cukup jelas 

   Huruf f 
    Cukup jelas 

   Huruf g 
    Cukup jelas 
   Huruf h 

    Cukup jelas 
   Huruf i 
    Cukup jelas 

   Huruf j 
    Cukup jelas 

Pasal 46 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 



Pasal 47 
 Ayat (1) 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan 
perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam 

indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah 
kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) 
tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan 
yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan 

rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan 
strategis wilayah Kabupaten. Selain itu, juga 
terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan 

sebelumnya, bersamaan dengan, maupun 
sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan 

Daerah ini. 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
   Huruf e 

    Cukup jelas 
Pasal 48 
 Cukup jelas 

  Huruf a 
   Cukup jelas 
  Huruf b 

   Cukup jelas 
  Huruf c 

   Cukup jelas 
Pasal 49 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

    



   Huruf d 
    Cukup jelas 

Pasal 50 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

Pasal 51 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
Pasal 52 

 Cukup jelas 
  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 
  Huruf c 

   Cukup jelas 
  Huruf d 

   Cukup jelas 
  Huruf e 
   Cukup jelas 

  Huruf f 
   Cukup jelas 

Pasal 53 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

    



   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

    
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
    Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

Pasal 54 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
     Angka 3 
      Cukup jelas 

     Angka 4 
      Cukup jelas 

      



     Angka 5 
      Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

Pasal 55 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
Pasal 56 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 



   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
Pasal 57 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
   Cukup jelas 
    Huruf a 

     Cukup jelas 
 
    Huruf b 

     Cukup jelas 
    Huruf c 

     Cukup jelas 
  Ayat (3) 
   Cukup jelas 

    Huruf a 
     Cukup jelas 

    Huruf b 
     Cukup jelas 
    Huruf c 

     Cukup jelas 
      Angka 1 
       Cukup jelas 

      Angka 2 
       Cukup jelas 

      Angka 3 
       Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 



   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

Pasal 58 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 
      Cukup jelas 

  Huruf c 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
     Angka 3 
      Cukup jelas 

     Angka 4 
      Cukup jelas 

  



 Pasal 59 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
 Pasal 60 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 
    Huruf a 

     Cukup jelas 
    Huruf b 

     Cukup jelas 
    Huruf c 
     Cukup jelas 

    Huruf d 
     Cukup jelas 

    Huruf e 
     Cukup jelas 
    Huruf f 

     Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

    Huruf a 
     Cukup jelas 

    Huruf b 
     Cukup jelas 
    Huruf c 

     Cukup jelas 
    Huruf d 
     Cukup jelas 

    Huruf e 
     Cukup jelas 

    Huruf f 
     Cukup jelas 
    Huruf g 

     Cukup jelas 
    Huruf h 

     Cukup jelas 
    Huruf i 
     Cukup jelas 

 Pasal 61 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
 Pasal 62 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

      



     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 
   Huruf b  

    Cukup jelas 
     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 
 Pasal 63 

  Ayat (1) 
   Cukup jelas 

    Huruf a 
     Cukup jelas 
    Huruf b 

     Cukup jelas 
  Ayat (2) 
   Cukup jelas 

    Huruf a 
     Cukup jelas 

      Angka 1 
       Cukup jelas 
      Angka 2 

       Cukup jelas 
      Angka 3 

       Cukup jelas 
      Angka 4 
       Cukup jelas 

Angka 5 
       Cukup jelas 
    Huruf b 

     Cukup jelas 
    Huruf c 

     Angka 1 
      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 



   Huruf a 
    Cukup jelas 

      Angka 1 
       Cukup jelas 

      Angka 2 
      Cukup jelas 

      Angka 3 

       Cukup jelas 
      Angka 4 

      Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
     Angka 3 

      Cukup jelas 
Pasal 64 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
     Angka 3 

      Cukup jelas 
     Angka 4 
      Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
      Cukup jelas 

 



     Angka 3  
      Cukup jelas 

     Angka 4 
      Cukup jelas 

     Angka 5  
      Cukup jelas 
     Angka 6 

      Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 

 Pasal (4) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Angka 1 
     Cukup jelas 

    Angka 2 
     Cukup jelas 
    Angka 3 

     Cukup jelas 
    Angka 4 
     Cukup jelas 

    Angka 5 
     Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

Pasal 65 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

  Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 



   Huruf b 
    Cukup jelas 

Pasal 66 
 Ayat (1) 

 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
Pasal 67 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
Pasal 68 

 Cukup jelas 
  Huruf a 
   Cukup jelas 

    Angka 1 
     Cukup jelas 

    Angka 2 
     Cukup jelas 

   Angka 3 

     Cukup jelas 
    Angka 4 

     Cukup jelas 
   Angka 5 

     Cukup jelas 

  Huruf b 
   Cukup jelas 
    Angka 1 

     Cukup jelas 
    Angka 2 

     Cukup jelas 
   Angka 3 

     Cukup jelas 

    Angka 4 
     Cukup jelas 

    



   Angka 5 
     Cukup jelas 

  Huruf a 
   Cukup jelas 

Pasal 69 
 Cukup jelas 
  Huruf a 

   Cukup jelas 
  Huruf b 
   Cukup jelas 

Pasal 70 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
     Angka 3 
      Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

    



   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

Pasal 71 
 Cukup jelas 
  Huruf a 

   Cukup jelas 
  Huruf b 

   Cukup jelas 
  Huruf c 
   Cukup jelas 

Pasal 72 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
Pasal 73 
 Cukup jelas 

  Huruf a 
   Cukup jelas 

   



  Huruf b 
   Cukup jelas 

  Huruf c 
   Cukup jelas 

  Huruf d 
   Cukup jelas 
  Huruf e 

   Cukup jelas 
Pasal 74 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

Pasal 75 
 Cukup jelas 

  Huruf a 
   Cukup jelas 
    Angka 1 

     Cukup jelas 
   Angka 2 

     Cukup jelas 

    Angka 3 
     Cukup jelas 

    Angka 4 
     Cukup jelas 
  Huruf b 

   Cukup jelas 
  Huruf c 

   Cukup jelas 
Pasal 76 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

Pasal 77 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

  
 

 



 Ayat (3) 
Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan 

ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk 
melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi 

ruang yang tercantumdalam izin pemanfaatan ruang 
Pasal 78 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

  Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
Pasal 79 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

Pasal 80 
 Ayat (1) 

Pemberian insentif dan menyederhanakan prosedur 

perizinan merupakan salah satu upaya menciptakan iklim 
invesatasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan 
minat dan realisasi investasi. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

Pasal 81 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
     Angka 3 
      Cukup jelas 

     Angka 4 
      Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
     Angka 1 

      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 



     Angka 3 
      Cukup jelas 

     Angka 4 
      Cukup jelas 

     Angka 5 
      Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
Pasal 82 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 
   Huruf b 

    Cukup jelas 
     Angka 1 
      Cukup jelas 

     Angka 2 
      Cukup jelas 

     Angka 3 
      Cukup jelas 
   Angka 4 

    Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

Pasal 83 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

   Huruf e 
    Cukup jelas 

   Huruf f 
    Cukup jelas 
   Huruf g 

    Cukup jelas 
  



Pasal 84 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud 
berupa pengehentian sementara pelayanan listrik, 

saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain 
yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 
   Huruf d 
    Cukup jelas 

   Huruf e 
    Cukup jelas 

   Huruf f 
    Cukup jelas 
   Huruf g 

Pembongkaran diaksud dapat dilakukan secara 
sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan 
oleh instansi berwenang 

   Huruf h 
    Cukup jelas 

   Huruf i 
    Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 

   Huruf c 
    Cukup jelas 
   Huruf d 

    Cukup jelas 
   Huruf e 

    Cukup jelas 
   Huruf f 
    Cukup jelas 

   Huruf g 
    Cukup jelas 
Pasal 85 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
Pasal 86 

 Cukup jelas 



 
  Huruf a 

   Cukup jelas 
  Huruf b 

   Cukup jelas 
  Huruf c 
   Cukup jelas 

Pasal 87 
 Cukup jelas 
  Huruf a 

   Cukup jelas 
    Angka 1  

     Cukup jelas 
   Angka 2  

     Cukup jelas 

    Angka 3  
     Cukup jelas 

   Angka 4  
     Cukup jelas 
    Angka 5  

     Cukup jelas 
  Huruf b 
   Cukup jelas 

Pasal 88 
 Cukup jelas 

  Huruf a 
   Cukup jelas 
  Huruf b 

   Cukup jelas 
   
  Huruf c 

   Cukup jelas 
  Huruf d 

   Cukup jelas 
  Huruf e 
   Cukup jelas 

  Huruf f 
   Cukup jelas 

Pasal 89 
 Cukup jelas 
  Huruf a 

   Cukup jelas 
  Huruf b 
   Cukup jelas 

 Huruf c 
   Cukup jelas  

  Huruf d 
   Cukup jelas 
Pasal 90 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

  



 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

Pasal 91 

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar 
masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam 

peraturan perundang-undangan sebagai milik umum 

Kawasan memberikan akses dilakukan apabila memenuhi 
syarat sebagai berikut : 

a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau 
b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud; 

c. yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebai milik 
umum, antara lain adalah sumber air.  

Pasal 92 

 Cukup jelas 
Pasal 93 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

   Huruf a 
    Cukup jelas 

   Huruf b 
    Cukup jelas 
   Huruf c 

    Cukup jelas 
  Huruf d 

    Cukup jelas 

   Huruf e 
    Cukup jelas       

   Huruf f 
    Cukup jelas 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas 
 Ayat (6) 
  Cukup jelas 

Pasal 94 
 Cukup jelas 
Pasal 95 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 
 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
 



Pasal 96 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas 
Pasal 97 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
   Huruf a 

    Cukup jelas 
   Huruf b 
    Cukup jelas 

     Angka 1 
      Cukup jelas 
     Angka 2 

      Cukup jelas 
    Angka 3 

      Cukup jelas 
   Huruf c 
    Cukup jelas 

   Huruf d 
   Cukup jelas 
Pasal 98 

 Cukup jelas 
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Lampiran II :  Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa 
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Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa  

Nomor : 1 Tahun 2015 

Tanggal : 10 Juni 2015 

Tentang  : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2015 – 2035 

SISTEM JARINGAN JALAN 

NO JARINGAN JALAN 
PANJANG 

(Km) 

A Kolektor Primer  

1 Ruas Jalan Mambi - Aralle - Batas Kabupaten 

Mamuju 
33.4235 

2 Ruas jalan Mambi - Aralle – Buntu Malangka - 
Tabulahan - Batas Kabupaten Mamuju 

41.783 

3 Ruas Jalan Mambi - Bambang – Rantebulahan 

Timur – Tanduk Kalua (Mala'bo) 
23.6873 

4 Ruas Jalan Tanduk Kalua (Mala'bo) - Mamasa - 
Tabang - Batas Kabupaten Tana Toraja 

45.2839 

5 Ruas Jalan Tanduk Kalua (Mala'bo) - 

Sumarorong - Messawa - Batas Kabupaten 
Polewali Mandar 

45.8943 

B Kolektor Sekunder  

1 Ruas Jalan Balla – Balla Tamuka - Sepakuan – 

Balla Satanetean - Bambapuang - Rantepuang 
8.65036 

2 Ruas Jalan Kanan -  Buangin - Salururu - 

Masoso - Bambang - Salutambun - Taora - 

Kala'be - Aralle Utara - Hahangan - Ralleanak 
Utara 

37.3728 

3 Ruas Jalan Kanan – Parondo Bulawan – 

Mehalaan 
7.89901 

4 Ruas Jalan Kanan - Pidara – Balla Timur - Balla 

Barat - Lambanan - Mamasa - Rantetannga - 

Kariango - Malimbong - Rantepuang - Tamalantik 

56.7461 

5 Ruas Jalan Sumarorong - Mehalaan - Salualo - 

Pamoseang – Sondonglajuk 
31.8645 

6 Ruas Jalan Tabone – Rante Kamase – Batanguru 

-Salubalo - Batupapan - Nosu - Salutambun - 
Sapan - Pana – Datu Baringan - Saloan - Tado' 
Kalua 

54.1255 

7 Ruas Jalan Timoro - Pangandaran - Aralle 17.372 



- 2 - 

 

C Lokal Primer  

1 Ruas Jalan Bambang buda - Mehalaan - 
Salubiru - Pasembu - Batas Kabupaten Polewali 

Mandar 

22.7155 

2 Ruas Jalan Buntu Malangka - Penatangan - Peu 
- Tabulahan - Periangan - Batas Kabupaten Tana 

Toraja 

38.355 

D Rencana Pengembangan Dan Pembangunan 
Jaringan Jalan 

 

1 Rencana penigkatan/pembangunan jaringan 
jalan lingkar dalam pada ruas jalan : 

 Ruas Jalan Mambi - Aralle - Batas Kabupaten 

Mamuju; 
 

 Ruas Jalan Tanduk Kalua (Mala'bo) - 
Sumarorong - Messawa - Batas Kabupaten 

Polewali Mandar; 
 

 Ruas Jalan Kanan – Parondo Bulawan – 

Mehalaan; 
 

 Ruas Jalan Balla – Balla Tamuka - Sepakuan 
– Balla Satanetean - Bambapuang – 

Rantepuang; 
 

 Ruas Jalan Kanan - Pidara - BallaTimur - 

Balla Barat - Lambanan - Mamasa - 
Rantetannga - Kariango - Malimbong - 

Rantepuang – Tamalantik; 
 

 Ruas Jalan Sumarorong - Mehalaan - Salualo 
- Pamoseang – Sondonglajuk; 

 

 Ruas Jalan Kanan -  Buangin - Salururu - 

Masoso - Bambang - Salutambun - Taora - 
Kala'be - Aralle Utara - Hahangan - Ralleanak 
Utara. 

162.166 

1 Rencana peningkatan jaringan jalan lingkar luar 

pada ruas jalan; Tabone – Rante Kamase – 
Batanguru -Salubalo - Batupapan - Nosu - 

Salutambun - Sapan - Pana – Datu Baringan - 
Saloan - Tado' Kalua 

54.1255 

 
 

BUPATI MAMASA, 

 

 

 

 

H. RAMLAN BADAWI 

 



Lampiran  IV : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa  

Nomor : 1 Tahun 2015 

Tanggal : 10 Juni 2015 

Tentang  : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2015 – 2035 

DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN 

NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

1 D.I. Bambang Patadokang 47 Bambang 

2 D.I. Bauang 60 Bambang 

3 D.I. Balala 10 Bambang 

4 D.I. Bambang 55 Bambang 

5 D.I. Karakeang 70 Bambang 

6 D.I. Lembang Buda 10 Bambang 

7 D.I. Malalunak 40 Bambang 

8 D.I. Masoso 30 Bambang 

9 D.I. Minangnga 40 Bambang 

10 D.I. Pangkali II 10 Bambang 

11 D.I. Parrapan  15 Bambang 

12 D.I. Pangkali  12 Bambang 

13 D.I. Peba’ 50 Bambang 

14 D.I. Rantetarima 8 Bambang 

15 D.I. Salubalo 10 Bambang 

16 D.I. Saludengen 16 Bambang 

17 D.I. Sarambu 7 Bambang 

18 D.I. Salu Balla 75 Bambang 

19 D.I. Salu Kadi 43 Bambang 

20 D.I. Salu Bubun 65 Bambang 

21 D.I. Salu Assing 40 Bambang 

22 D.I. Salu Kepopo 65 Bambang 

23 D.I. Salu Bulu I 40 Bambang 

24 D.I. Salu Bulu II 43 Bambang 

25 D.I  Salururu 44 Bambang 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

26 D.I. Sumua’ 40 Bambang 

27 D.I. Salutabang  37 Bambang 

28 D.I. Tondon Timbu 8 Bambang 

29 D.I. Tappasang 10 Bambang 

30 D.I. Tomba 20 Bambang 

31 D.I. Tanete Tomba 45 Bambang 

32 D.I. Ulumambi 47 Bambang 

33 D.I. Ulu Balala 15 Bambang 

34 D.I. Galung-Galung 99 Rantebulahan Timur 

35 D.I. Gaho 30 Rantebulahan Timur 

36 D.I. Kirak 51 Rantebulahan Timur 

37 D.I. Lindu 50 Rantebulahan Timur 

38 D.I. Leko  45 Rantebulahan Timur 

39 D.I. Rante 81 Rantebulahan Timur 

40 D.I. Rantebulahan 165 Rantebulahan Timur 

41 D.I. Salumada 40 Rantebulahan Timur 

42 D.I. Salubelak 40 Rantebulahan Timur 

43 D.I. Saluhinduk  30 Rantebulahan Timur 

44 D.I. Salu Kayu Mea 76 Rantebulahan Timur 

45 D.I. Salu Aho 45 Rantebulahan Timur 

46 D.I. Ambe’ Ponno 70 Mamasa 

47 D.I. Bau 15 Mamasa 

48 D.I. Bulung 10 Mamasa 

49 D.I. Bamba 40 Mamasa 

50 D.I. Banggo 26 Mamasa 

51 D.I. Buntu Kasisi 17 Mamasa 

52 D.I. Batu 45 Mamasa 

53 D.I. Bubun Batu 45 Mamasa 

54 D.I. Kole 40 Mamasa 

55 D.I. Kariango 39 Mamasa 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

56 D.I. Karangan 13 Mamasa 

57 D.I. Kopian 15 Mamasa 

58 D.I. Limboro 45 Mamasa 

59 D.I. Lemsa 30 Mamasa 

60 D.I. Litak Sakka’ 19 Mamasa 

61 D.I. Lembang Kalua 60 Mamasa 

62 D.I. Loko 30 Mamasa 

63 D.I. Lila 16 Mamasa 

64 D.I. Makau 35 Mamasa 

65 D.I. Mama 10 Mamasa 

66 D.I. Mamasa 20 Mamasa 

67 D.I. Mongin 35 Mamasa 

68 D.I. Ne’Ke’ 15 Mamasa 

69 D.I. Ne’ Kodo 60 Mamasa 

70 D.I. Osango II 78 Mamasa 

71 D.I. Pao 20 Mamasa 

72 D.I. Pakto 15 Mamasa 

73 D.I. Pamakka 25 Mamasa 

74 D.I. Pembu’ 30 Mamasa 

75 D.I. Pena’ I  40 Mamasa 

76 D.I. Pena II 30 Mamasa 

77 D.I. Parendean  35 Mamasa 

78 D.I. Paredean Kiri 13 Mamasa 

79 D.I. Paredean Kanan 14 Mamasa 

80 D.I. Pebassian 60 Mamasa 

81 D.I. Pena Lambanan 66 Mamasa 

82 D.I. Parinding  40 Mamasa 

83 D.I. Rante Dama’ 25 Mamasa 

84 D.I. Rante Pena’ 8 Mamasa 

85 D.I. Rante Kepa 27 Mamasa 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

86 D.I. Rante Buda 20 Mamasa 

87 D.I. Rante 100 Mamasa 

88 D.I. Rante Katoan 15 Mamasa 

89 D.I. Randelangi 38 Mamasa 

90 D.I. Rante Pongko 44 Mamasa 

91 D.I. Salumongin 10 Mamasa 

92 D.I. Salumerang 17 Mamasa 

93 D.I. Seppon 15 Mamasa 

94 D.I. Sangora 80 Mamasa 

95 D.I. Salulo 42 Mamasa 

96 D.I. Salukayyang  75 Mamasa 

97 D.I. Salu Tete 55 Mamasa 

98 D.I. Tondok Bakaru 116 Mamasa 

99 D.I. Tawane I 8 Mamasa 

100 D.I. Tawane II 100 Mamasa 

101 D.I. Tetean I  42 Mamasa 

102 D.I. Tondok 60 Mamasa 

103 D.I. Tetean II 25 Mamasa 

104 D.I. Taupe 43 Mamasa 

105 D.I. Tetean III 21 Mamasa 

106 D.I. Tatoa’ 75 Mamasa 

107 D.I. Tawane 78 Mamasa 

108 D.I. Tondok 60 Mamasa 

109 D.I. Bamba Rante Dambu 15 Tawalian 

110 D.I. Bongga Lembang 10 Tawalian 

111 D.I. Kariango 39 Tawalian 

112 D.I. Kopian 40 Tawalian 

113 D.I. Katoan 20 Tawalian 

114 D.I. Paklak 20 Tawalian 

115 D.I. Palampang Kariango 50 Tawalian 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

116 D.I. Pallu I 75 Tawalian 

117 D.I. Pallu II 70 Tawalian 

118 D.I. Pallu III 50 Tawalian 

119 D.I. Pa’lambasan 75 Tawalian 

120 D.I. Pa’lambasan I 40 Tawalian 

121 D.I. Pa’lambasan II 40 Tawalian 

122 D.I. Puntisese 10 Tawalian 

123 D.I. Pangngalak I 15 Tawalian 

124 D.I. Pangngalak II 11 Tawalian 

125 D.I. Palampang 50 Tawalian 

126 D.I. Paranta’ 78 Tawalian 

127 D.I. Rante 11 Tawalian 

128 D.I. Salu Bamba Tawalian 30 Tawalian 

129 D.I. Salulau 20 Tawalian 

130 D.I. Tadamba 30 Tawalian 

131 D.I. Tawanliang 40 Tawalian 

132 D.I. Tatale 75 Tawalian 

133 D.I. Tawalian Timur 128 Tawalian 

134 D.I. Batarirak 45 Balla 

135 D.I. Bamba Buntu 81 Balla 

136 D.I. Batarirak Kiri 50 Balla 

137 D.I. Batarirak Kanan 50 Balla 

138 D.I. Balla Kalua’ 40 Balla 

139 D.I. Buttu 40 Balla 

140 D.I. Kondo Roppok 5 Balla 

141 D.I. Kadike 8 Balla 

142 D.I. Lombi 25 Balla 

143 D.I. Lembang 7 Balla 

144 D.I. Ma’liko 10 Balla 

145 D.I. Ma’tiran Ampalla 7 Balla 



- 6 - 

 

NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

146 D.I. Manta 45 Balla 

147 D.I. Makalangkan 81 Balla 

148 D.I. Ne’amba 10 Balla 

149 D.I. Pasoan Peu’ 60 Balla 

150 D.I. Pena’ 32 Balla 

151 D.I. Penanian 50 Balla 

152 D.I. Salu Kadake 20 Balla 

153 D.I. Seppon Sariayo 10 Balla 

154 D.I. Sendana 40 Balla 

155 D.I. Sariayo’ 50 Balla 

156 D.I. Tumangke 15 Balla 

157 D.I. To’Pao 52 Balla 

158 D.I. Unggu Batarirak 20 Balla 

159 D.I. Kondo Batu 20 Mambi 

160 D.I. Kondo Batu 40 Mambi 

161 D.I. Limba Rante 35 Mambi 

162 D.I. Mambi 145 Mambi 

163 D.I. Salu Durian 55 Mambi 

164 D.I. Sondong Layuk 25 Mambi 

165 D.I. Salubanua 20 Mambi 

166 D.I. Salu Umah  30 Mambi 

167 D.I. Salu Maka’ 55 Mambi 

168 D.I. Salu Lele 80 Mambi 

169 D.I. Taponaka 25 Mambi 

170 D.I. Tampa’ Kaluak 35 Mambi 

171 D.I. Talapuki 50 Mambi 

172 D.I. Beting 27 Messawa 

173 D.I. Bulo 100 Messawa 

174 D.I. Kondo 30 Messawa 

175 D.I. Lamarrang 20 Messawa 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

176 D.I. Materu 20 Messawa 

177 D.I. Mambu Batu 70 Messawa 

178 D.I. Pabakka’ 40 Messawa 

179 D.I. Pasang 15 Messawa 

180 D.I. Ratte 30 Messawa 

181 D.I. Rea 20 Messawa 

182 D.I. Salu Induk 40 Messawa 

183 D.I. Siggi 10 Messawa 

184 D.I. Salu Mariri 100 Messawa 

185 D.I. Sepang 75 Messawa 

186 D.I. Batang Barana’ 30 Buntu Malangka 

187 D.I. Kanan 20 Buntu Malangka 

188 D.I. Kondo Batu 40 Buntu Malangka 

189 D.I. Kebanga 70 Buntu Malangka 

190 D.I. Lombongan Indah 15 15 Buntu Malangka 

191 D.I. Pangandaran II 40 Buntu Malangka 

192 D.I. Purroma II 45 Buntu Malangka 

193 D.I. Popanga  50 Buntu Malangka 

194 D.I. Palekokang 20 Buntu Malangka 

195 D.I. Remba  30 Buntu Malangka 

196 D.I. Siso 50 Buntu Malangka 

197 D.I. Salu Didundu’ 15 Buntu Malangka 

198 D.I. Salubulung 30 Buntu Malangka 

199 D.I. Salunata 30 Buntu Malangka 

200 D.I. Tangkalu 50 Buntu Malangka 

201 D.I. Talukum II  40 Buntu Malangka 

202 D.I. Taora 70 Buntu Malangka 

203 D.I. Awa’ 45 Pana 

204 D.I. Alla’ 44 Pana 

205 D.I. Anak Langi 34 Pana 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

206 D.I. Barana II 25 Pana 

207 D.I. Balembang 35 Pana 

208 D.I. Balattagi 40 Pana 

209 D.I. Buangin 45 Pana 

210 D.I. Bakaru 15 Pana 

211 D.I. Barana’ 25 Pana 

212 D.I. Buttu-Buttu 37 Pana 

213 D.I. Banda/Beting 33 Pana 

214 D.I. Bo’ne 43 Pana 

215 D.I. Datubaringan 34 Pana 

216 D.I. Gandang Batu 55 Pana 

217 D.I. Kasombo 35 Pana 

218 D.I. Kanan 56 Pana 

219 D.I. Katimbang 25 Pana 

220 D.I. Kaluppang 25 Pana 

221 D.I. Karoan 42 Pana 

222 D.I. Kaluyo 35 Pana 

223 D.I. Lebani 56 Pana 

224 D.I. Limbong 50 Pana 

225 D.I. Lelating 45 Pana 

226 D.I. Mapao Lombonan 30 Pana 

227 D.I. Maroangin 142 Pana 

228 D.I. Mapao 30 Pana 

229 D.I. Nonok 45 Pana 

230 D.I. Puang 15 Pana 

231 D.I. Pasang  55 Pana 

232 D.I. Peonan 35 Pana 

233 D.I. Panglulukan 28 Pana 

234 D.I. Paranoan 55 Pana 

235 D.I. Pangi  25 Pana 



- 9 - 

 

NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

236 D.I. Poko’ 18 Pana 

237 D.I. Pulio 18 Pana 

238 D.I. Pionan II 35 Pana 

239 D.I. Ratte 50 Pana 

240 D.I. Saruran 45 Pana 

241 D.I. Sipate/Ulusalu 50 Pana 

242 D.I. Sibunuan/Batu 18 Pana 

243 D.I. Salu Awo’ 60 Pana 

244 D.I. Saloan 43 Pana 

245 D.I. Sapan 45 Pana 

246 D.I. Sipate/Mamullu 50 Pana 

247 D.I. Tallo’ 66 Pana 

248 D.I. Tetang 60 Pana 

249 D.I. Tetenan  68 Pana 

250 D.I. Tuppang 20 Pana 

251 D.I. Tanete 34 Pana 

252 D.I. Urio 30 Pana 

253 D.I. Ulusalu 100 Pana 

254 D.I. Waka’ 24 Pana 

255 D.I. Bamba 20 Sesena Padang 

256 D.I. Bue I 30 Sesena Padang 

257 D.I. Bue II 30 Sesena Padang 

258 D.I. Bamba Sepang 20 Sesena Padang 

259 D.I. Bungin 20 Sesena Padang 

260 D.I. Balla Sepang 30 Sesena Padang 

261 D.I. Balla Tandiallo 30 Sesena Padang 

262 D.I. Bala Tana 18 Sesena Padang 

263 D.I. Bue 98 Sesena Padang 

264 D.I. Bamba 57 Sesena Padang 

265 D.I. Balla Kareke 35 Sesena Padang 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

266 D.I. Balatana 44 Sesena Padang 

267 D.I. Cigaru 38 Sesena Padang 

268 D.I. Gandang Dewata 45 Sesena Padang 

269 D.I. Kalakian 15 Sesena Padang 

270 D.I. Kondo Kayu 20 Sesena Padang 

271 D.I. Kondo 10 Sesena Padang 

272 D.I. Kondo 50 Sesena Padang 

273 D.I. Lantuaya 20 Sesena Padang 

274 D.I. Lembang 7 Sesena Padang 

275 D.I. Lantoya 45 Sesena Padang 

276 D.I. Lempangan 11 Sesena Padang 

277 D.I. Lembang Kalua’ 40 Sesena Padang 

278 D.I. Lengkong 41 Sesena Padang 

279 D.I. Liosok 49 Sesena Padang 

280 D.I. Lembang 40 Sesena Padang 

281 D.I. Marampan 25 Sesena Padang 

282 D.I. Marampan Ara’ 39 Sesena Padang 

283 D.I. Mamari 20 Sesena Padang 

284 D.I. Oromonpon 30 Sesena Padang 

285 D.I. Palampang 20 Sesena Padang 

286 D.I. Pangka 10 Sesena Padang 

287 D.I. Paken 9 Sesena Padang 

288 D.I. Palampang II 54 Sesena Padang 

289 D.I. Pongka 45 Sesena Padang 

290 D.I. Pandodoan 45 Sesena Padang 

291 D.I. Rante Pongko 15 Sesena Padang 

292 D.I. Rante Lombi 40 Sesena Padang 

293 D.I. Rante Lombi II 56 Sesena Padang 

294 D.I. Rammuk  15 Sesena Padang 

295 D.I. Rappa 10 Sesena Padang 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

296 D.I. Rante Puang 50 Sesena Padang 

297 D.I. Ramme 50 Sesena Padang 

298 D.I. Rante Lombi 32 Sesena Padang 

299 D.I. Rante Minanga  50 Sesena Padang 

300 D.I. Salu Bue  30 Sesena Padang 

301 D.I. Sumua 25 Sesena Padang 

302 D.I. Salubatu 35 Sesena Padang 

303 D.I. Salu Kanan 15 Sesena Padang 

304 D.I. Salu Madalle 15 Sesena Padang 

305 D.I. Sale’bok 20 Sesena Padang 

306 D.I. Salu Uma 10 Sesena Padang 

307 D.I. Salindu 40 Sesena Padang 

308 D.I. Sumule 54 Sesena Padang 

309 D.I. Sarang-Sarang 67 Sesena Padang 

310 D.I. Tandekan 30 Sesena Padang 

311 D.I. Tigaruk  30 Sesena Padang 

312 D.I. Tanduk Bulawan 34 Sesena Padang 

313 D.I. Umah  65 Sesena Padang 

314 D.I. Atok Rea 50 Sumarorong 

315 D.I. Banea 55 Sumarorong 

316 D.I. Barana’ Kalua 53 Sumarorong 

317 D.I. Bamba Tabone 75 Sumarorong 

318 D.I. Batu Alang 20 Sumarorong 

319 D.I. Dusun Minanga 48 Sumarorong 

320 D.I. Dusun Maruyo 40 Sumarorong 

321 D.I. Kayu Mea 50 Sumarorong 

322 D.I. Lemba Rante 85 Sumarorong 

323 D.I. Lambanan 40 Sumarorong 

324 D.I. Liawan 40 Sumarorong 

325 D.I. Mala’ 58 Sumarorong 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

326 D.I. Paladan 56 Sumarorong 

327 D.I. Pakkauru 56 Sumarorong 

328 D.I. Ratte Tangnga 55 Sumarorong 

329 D.I. Rante Buda 46 Sumarorong 

330 D.I. Ratte Appala 65 Sumarorong 

331 D.I. Salubeang  76 Sumarorong 

332 D.I. Sasakan 45 Sumarorong 

333 D.I. Salu Lombe’ 50 Sumarorong 

334 D.I. Saludengen 44 Sumarorong 

335 D.I. Sibanawa 60 Sumarorong 

336 D.I. Salu Bungin 40 Sumarorong 

337 D.I. Salu Tabone  100 Sumarorong 

338 D.I. Salo Balo 56 Sumarorong 

339 D.I. Tandi Allo 50 Sumarorong 

340 D.I. Tondok Bakaru 38 Sumarorong 

341 D.I.Tadisi 20 Sumarorong 

342 D.I. Bulo 10 Mehalaan 

343 D.I. Bau 10 Mehalaan 

344 D.I. Ulusalu 7 Mehalaan 

345  D.I. Limbin 10 Mehalaan 

346 D.I. Lombok 14 Mehalaan 

347 D.I. Memungan 18 Mehalaan 

348 D.I. Mehalaan 15 Mehalaan 

349 D.I. Salubulo 15 Mehalaan 

350 D.I. Salu 13 Mehalaan 

351 D.I. Sampale 14 Mehalaan 

352 D.I. Salu Lambu 14 Mehalaan 

353 D.I. Salu Minanga 23 Mehalaan 

354 D.I. Salubussu 35 Mehalaan 

355 D.I. Salukonta 30 Mehalaan 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

356 D.I. Suka Maju 15 Mehalaan 

357 D.I. Salu Alo 35 Mehalaan 

358 D.I. Salu Panu 15 Mehalaan 

359 D.I. Balabatu 78 Tanduk Kalua 

360 D.I. Bussu 35 Tanduk Kalua 

361 D.I. Indo’ Ittu 75 Tanduk Kalua 

362 D.I. Minake 50 Tanduk Kalua 

363 D.I. Matuyu 48 Tanduk Kalua 

364 D.I. Salurano 40 Tanduk Kalua 

365 D.I. Sindagamanik 60 Tanduk Kalua 

366 D.I. Tamalantik  60 Tanduk Kalua 

367 D.I. Tamoran  85 Tanduk Kalua 

368 D.I. Burana 25 Tabulahan 

369 D.I. Lakahang 50 Tabulahan 

370 D.I. Lakahang II 75 Tabulahan 

371 D.I. Maladitiro 80 Tabulahan 

372 D.I. Pasu’beng II 8 Tabulahan 

373 D.I. Purroma  45 Tabulahan 

374 D.I. Pangandaran 40 Tabulahan 

375 D.I. Pasu’beng 10 Tabulahan 

376 D.I. Rea 80 Tabulahan 

377 D.I. Salunata II 30 Tabulahan 

378 D.I. Salu Buntu 14 Tabulahan 

379 D.I. Salu Batu 20 Tabulahan 

380 D.I. Salu Aho 40 Tabulahan 

381 D.I. Salulossa 20 Tabulahan 

382 D.I. Tatika II 40 Tabulahan 

383 D.I. Tampak Loppo 53 Tabulahan 

384 D.I. Tati Leaba 40 Tabulahan 

385 D.I. Taite Humbe 10 Tabulahan 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

386 D.I. Tatika 40 Tabulahan 

387 D.I. Talukum  40 Tabulahan 

388 D.I. Ululakahang 10 Tabulahan 

389 D.I. Batu Papan 80 Nosu 

390 D.I. Butang 95 Nosu 

391 D.I. Buttu Lepong 70 Nosu 

392 D.I. Buttu Lepong 160 Nosu 

393 D.I. Leppan 85 Nosu 

394 D.I. Maerang 95 Nosu 

395 D.I. Masewe 85 Nosu 

396 D.I. Mangngi 75 Nosu 

397 D.I. Pasarean 90 Nosu 

398 D.I. Ratte Popo 130 Nosu 

399 D.I. Rano 213 Nosu 

400 D.I. Ratte 50 Nosu 

401 D.I. Salu 100 Nosu 

402 D.I. Salu Beang 90 Nosu 

403 D.I. Siwi I 150 Nosu 

404 D.I. Siwi II 45 Nosu 

405 D.I. Tondok Bakaru 

Beang 
97 Nosu 

406 D.I. Tanete Sasuran 145 Nosu 

407 D.I. Bauang 70 Aralle 

408 D.I. Bikka 20 Aralle 

409 D.I. Hantana Lanbaku 20 Aralle 

410 D.I. Karangan Kalua’ 20 Aralle 

411 D.I. Kaha Tangi 30 Aralle 

412 D.I. Lengke’ 20 Aralle 

413 D.I. Makula’ 20 Aralle 

414 D.I. Malalunak 20 Aralle 

415 D.I. Popanga  25 Aralle 
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NO DAERAH IRIGASI 
LUAS 

(Ha) 
KECAMATAN 

416 D.I. Salulak  15 Aralle 

417 D.I. Saluledo 17 Aralle 

418 D.I. Salu Lakunda 15 Aralle 

419 D.I. Salu Lelatin 10 Aralle 

420 D.I. Salu Panetean 70 Aralle 

421 D.I. Salu Malunu 20 Aralle 

422 D.I. Buttu-Buttu 30 Tabang 

423 D.I. Biring Patta 24 Tabang 

424 D.I. Buttu Manik 47 Tabang 

425 D.I. Kalawa Patottong 45 Tabang 

426 D.I. Lappa 45 Tabang 

427 D.I. Ledo 18 Tabang 

428 D.I. Ladi 50 Tabang 

429 D.I. Ladi II 22 Tabang 

430 D.I. Masuppu 48 Tabang 

431 D.I. Patottong 21 Tabang 

432 D.I. Pangaro 35 Tabang 

433 D.I. Patana 45 Tabang 

434 D.I. Salu 40 Tabang 

435 D.I. Salu Tando 20 Tabang 

436 D.I. Salukona 24 Tabang 

437 D.I. Sambolangi 40 Tabang 

438 D.I. Tullu 56 Tabang 

 

 

BUPATI MAMASA, 

 

 

 

 

H. RAMLAN BADAWI 



Lampiran V :  Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa 

Nomor : 1 Tahun 2015 
Tanggal :  10 Juni 2015 

Tentang :  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035 
 

 

 



 

 

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa  

Nomor : 1 Tahun 2015 

Tanggal : 10 Juni 2015 

Tentang  : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2015 – 2035 

CAGAR BUDAYA DAN ILMU PENGETAHUAN 

NO 

CAGAR BUDAYA         

DAN                           
ILMU PENGETAHUAN 

LOKASI KECAMATAN 

A Benda Cagar Budaya 

1 LokoLedo (GuaKelelawar) Pasapa Mambu Messawa 

2 GuaAlam Buangin Rantebulahan
Timur 

B Bangunan Cagar Budaya 

1 Rumah Adat Tapang Messawa Messawa 

2 Rumah Adat Makuang Messawa Messawa 

3 Rumah Tradisional Tua Pana Pana 

4 Rumah Adat Mangngi Nosu Nosu 

5 Rumah Tradisional 
Patotong 

Tabang Tabang 

6 Banua Layuk Rambu Saratu Mamasa 

7 Rumah Ukir Mambuliling Mamasa 

8 Gereja Tua Mamasa Mamasa 

9 Rumah Tradisional Tanduk 

Kalua 

Malabo TandukKalua 

10 Rumah Adat Parengnge’ 
Orobua 

OrobuaTimur Sesena Padang 

11 Rumah Tradisional Lisuan 
Ada’ 

Lisuan Ada’ Sesena Padang 

12 Rumah Tradisional Orobua Timur Sesena Padang 

13 Gereja Pertama di Mamasa Tawalian Tawalian 
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NO 

CAGAR BUDAYA         

DAN                           
ILMU PENGETAHUAN 

LOKASI KECAMATAN 

C Struktur Cagar Budaya 

1 Batu Laledong Panura Pana 

2 Batu Kumila’ (Manusia 
menjadi batu) 

Lambanan Mamasa 

3 To’pao (Batu Pemujaan) Mamasa Mamasa 

4 Kuburan Tua Tedong-
Tedong 

Balla Barat Balla 

5 Kuburan Kayu dan 
Tedong-Tedong 

Balla 
Satanetean 

Balla 

6 Kuburan Pahlawan 
Demmatande 

Paladan Sesena Padang 

7 Kuburan Tua Ne’ Pattoni Rante Tangnga Tawalian 

8 Kuburan Gua Batu Salu Baruru Bambang 

D Situs Cagar Budaya 

1 Perkampungan Tradisional 
Loko 

Mambulling Mamasa 

2 Perkampungan Tradisional 

Balla 

Balla Balla 

3 Perkampungan Tradisional 

Mamulu 

Mamullu Pana 

4 Kampung Sirenden Tawalian Tawalian 

5 Pusat Peradaban Pitu 
Ulunna Salu 

Tabulahn Tabulahan 

 
BUPATI MAMASA, 

 
 
 

 
H. RAMLAN BADAWI 

 

 



Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa  

Nomor : 1 Tahun 2015 

Tanggal : 10 Juni 2015 

Tentang  : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 – 2035 

PETA POTENSI TAMBANG 

 



Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa  

Nomor : 1 Tahun 2015 

Tanggal : 10 Juni 2015 

Tentang  : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa 

Tahun 2015 – 2035 

KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA ALAM 

NO 
KAWASAN PERUNTUKAN 

PARIWISATA ALAM 
LOKASI KECAMATAN 

A WISATA PANORAMA ALAM 

1 Panorama Alam Tado’ Kalua Tado’ Kalua Tabang 

2 Panorama Gunung 

Mambuling 

Mambuling Mamasa 

3 Panorama Alam Buntu Musa Balla 

Tumuka 

Balla 

4 Panorama Alam Lisuan Ada’ Lisuan Ada’ Sesena Padang 

B WISATA AIR TERJUN 

1 Air Terjun/Sarambu Liawan Tadisi Sumarorong 

2 Air Terjun/Sarambu Laloeng Rante 
Kamase 

Sumarorong 

3 Air Terjun/Sarambu Sollokan Malimbong Messawa 

4 Air Terjun/Talondo Minanga 

Timur 

Nosu 

5 Air Terjun/Talondo Rimbe Siwi Nosu 

6 Air Terjun/Sarambu Tetean Rambu 
Saratu 

Mamasa 

7 Air Terjun/Sarambu 
Mambulling 

Mambulling Mamasa 

8 Air Terjun Allo Dio Balla Tumuka Balla 

9 Air Terjun/Sarambu Sareayo Balla 

Satanetean 

Balla 

10 Air Terjun/Sarambu Sikore Rantepuang Sesena Padang 

11 Air Terjun/Sarambu Minanga Orobua 
Timur 

Sesena Padang 

12 Air Terjun/Sarambu Sambabo Salu Baruru Bambang 

C WISATA AIR PANAS 

1 Air Panas/Kanan Malimbong Malimbong Messawa 

2 Air Panas/Kanan Kole RambuSaratu Mamasa 

3 Air Panas/Kanan Rante-Rante Osango Mamasa 
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NO 
KAWASAN PERUNTUKAN 

PARIWISATA ALAM 
LOKASI KECAMATAN 

4 Air Panas/Kanan Roka Kanan Tanduk Kalua 

5 Air Panas/Kanan Rante 
Dambu 

RanteTangnga Tawalian 

6 Air Panas/Kanan Uhailanu Uhailanu Aralle 

7 Air Panas/Kanan 

Salutambun 

Salutambun Aralle 

8 Air Panas/Kanan Sarambu Ranteberang Aralle 

D WISATA ALAM LAINNYA 

1 Arung Jeram Sungai Mamasa Mamasa Mamasa 

2 Gua Batu Buangin Rantebulahan
Timur 

 

BUPATI MAMASA, 

 

 

 

 

H. RAMLAN BADAWI 



Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa  

Nomor : 1 TAHUN 2015 

Tanggal : 10 JUNI 2015 

Tentang  : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 – 2035 

PETA SEBARAN POTENSI OBJEK WISATA 

 



Lampiran X :  Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa 

Nomor : 1 Tahun 2015 
Tanggal : 10 Juni 2015 

Tentang :  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035 
 

 



Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa  

Nomor : 1 Tahun 2015 

Tanggal : 10 Juni 2015 

Tentang  : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 – 2035 

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN 

NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

A Perwujudan Struktur Ruang 

1.  Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan         

 1.1. Peningkatan peran Mamasa sebagai 
pusat regional 

PKL       

 a. Penataan ruang kawasan perkotaan 
(RDTR dan RTBL) 

Mamasa APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Peningkatan dan pengembangan 
fasilitas social dan fasilitas umum 

Mamasa APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 c. Pengembangan dan peningkatan 
kawasan perdagangan barang dan 

jasa  

Mamasa APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Perindag 
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

 d. Peningkatan dan pengembangan RTH 
kawasan perkotaan 

Mamasa APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

BLHD     

 e. Penanggulangan lingkungan kumuh 
perkotaan 

Mamasa APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 1.2. Pengembangan peran Sumarorong 
sebagai PKL 

PKLp       

 a. Penataan ruang kawasan perkotaan 
(RDTR dan RTBL) 

Sumarorong APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Peningkatan dan pengembangan 
fasilitas social dan fasilitas umum 

Sumarorong APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 c. Pengembangan dan peningkatan 
kawasan perdagangan barang dan 
jasa 

Sumarorong APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Perindag 

    

 d. Peningkatan dan pengembangan RTH 
kawasan perkotaan 

Sumarorong APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

BLHD     

 1.3. Pengembangan peran PPK sebagai PPK       
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

pusat pelayanan antarkecamatan 

 a. Penataan ruang kawasan perkotaan Ibukota kec 
PPK 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Peningkatan dan pengembangan 
fasilitas social dan fasilitas umum 

Ibukota kec 
PPK 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 c. Pengembangan dan peningkatan 
kawasan perdagangan barang dan 
jasa 

Ibukota kec 
PPK 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Perindag 

    

 d. Peningkatan dan pengembangan RTH 
kawasan perkotaan 

Ibukota kec 
PPK 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

BLHD     

 1.4. Peningkatan peran PPL sebagai desa 
pusat pertumbuhan 

PPL       

 a. Penataan ruang kawasan perdesaan Semua desa APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Pengembangan dan peningkatan 
kawasan sentra produksi pertanian, 
peternakan, agroindustri, dan 

Sentra 
produksi 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

SKPD 
terkait 
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

perikanan 

2.  Perwujudan Sistem Jaringan        

 2.1. Sistem Jaringan Transportasi        

 a. Penyusunan Tatanan Transportasi 
Lokal 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Perhubung

an 

    

 b. Penyusunan Rencana Induk Jaringan 
Jalan 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 c. Peningkatan jaringan jalan kolektor 
primer  

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 d. Peningkatan jaringan jalan kolektor 
sekunder 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 e. Peningkatan jaringan jalan lokal 
primer 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 f. Pengembangan terminal tipe B Mamasa APBN, 
APBD Prov, 

Dinas 
Perhubung
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

APBD Kab an 

 g. Pengembangan terminal tipe C Sumarorong
, Mambi, 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Perhubung

an 

    

 h. Pengembangan terminal barang dan 
jembatan timbang 

Mambi APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Perhubung

an 

    

 i. Penyusunan RTBL kawasan bandara 
udara dan sekitarnya 

Desa 
Sasakan 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 2.2. Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan        

 a. Penyusunan Rencana Induk 
Pengembangan Jaringan sumber 

energi listrik 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
ESDM 

    

 b. Peningkatan kapasitas Gardu Induk Messawa, 
Sumarorong

, Tanduk 

Kalua, 
Balla, 

Tawalian, 

Sesena 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

PLN     



- 6 - 

 

NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

Padang 

 c. Peningkatan daya dan sambungan 
listrik untuk masyarakat 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

PLN     

 d. Pembangunan jaringan listrik ke 
pelosok desa/ wilayah belum terlayani 
listrik 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

PLN     

 2.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi        

 a. Pengembangan STO hingga wilayah 
terpencil 

Kab 
Mamasa 

APBN Telkom     

 b. Pengembangan jaringan kabel hingga 
wilayah terpencil 

Kab 
Mamasa 

APBN Telkom     

 c. Peningkatan dan pengembangan BTS Kab 
Mamasa 

swasta Swasta     

 2.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air        

 a. Penyusunan Rencana Induk Air 
Minum 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Pengembangan sumber air baku 
untuk air minum 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

Dinas PU     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

APBD Kab 

 c. Konservasi wilayah hulu DAS dan 
sumber air baku 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
PU/Dinas 

Kehutanan 

    

 d. Rehabilitasi sumber air baku Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 e. Peningkatan dan pemeliharaan 
kinerja dan rehabilitasi jaringan 
irigasi 

Kab 
Mamasa 

APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 f. Pengembangan jaringan irigasi baru Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 g. Peningkatan dan pemeliharaan 
Instalasi Pengolahan Air baku 

Loko, Buntu 
Buda, 

Buntu Rea, 

Mambi, 
Nosu 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 h. Pengembangan Instalasi Pengolahan 
Air baku 

Sumarorong, 
Bambang, 

Tanduk 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

Kalua’ 

 i. Pengembangan system 
penanggulangan bencana alam 

(gempa bumi  dan tanah longsor) 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

BPBD     

 2.5. Sistem Jaringan Pengelolaan 
Lingkungan 

       

 a. Penyusunan Rencana Induk 
Pengelolaan Air Limbah, Rencana 

Induk Pengelolaan Sampah, dan 
Rencana Induk Jaringan Drainase 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Peningkatan pelayanan jaringan air 
minum  

Kws 
Perkotaan 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
PU/PDAM 

    

 c. Pengembangan pelayanan jaringan air 
minum 

Mambi, 
Sesena 

Pandang, 

Nosu, Aralle 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
PU/PDAM 

    

 d. Pengembangan dan peningkatan 
sistem pengelolaan air limbah 
komunal 

Kws 
Perkotaan 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 e. Peningkatan kualitas TPA Kws APBN, Dinas PU     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

Perkotaan APBD Prov, 
APBD Kab 

 f. Pengembangan dan peningkatan 
jaringan drainase 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 g. Pengembangan lokasi evakuasi 
bencana gempa bumi dan tanah 

longsor 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

BPBD     

B Perwujudan Pola Ruang 

1.  Perwujudan Kawasan Lindung        

 1.1. Pelestarian Kawasan Hutan Lindung        

 a. Pemasangan rambu peringatan di 
lokasi strategis 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 b. Sosialisasi masyarakat pentingnya 
hutan lindung 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 c. Evaluasi hak penguasaan lahan yang 
direkomendasikan Pemkab ke 
Pemprov dan nasional 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

 d. Rehabilitasi kawasan hutan lindung Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 e. Pengelolaan hutan bersama 
masyarakat (HKM dan hutan desa) 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 f. Penyusunan rencana dan 
pemanfaatan jasa lingkungan 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 1.2. Konservasi Kawasan Resapan Air        

 a. Pemetaan kawasan resapan air Hulu DAS APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 b. Pengawasan dan pengamanan 
kawasan 

Hulu DAS APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 1.3. Pelestarian Kawasan Perlindungan 
Setempat 

       

 a. Penataan sempadan sungai (rekayasa 
teknis dan non teknis) 

Sungai Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

 b. Pengawasan dan pengamanan 
sempadan 

Sungai dan 
mata air 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 1.4. Pelestarian Kawasan Suaka Alam, 
Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya 

       

 a. Pemasangan rambu peringatan di 
lokasi strategis 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 b. Kajian potensi pemanfaatan jasa 
wisata kawasan cagar budaya 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 c. Pemanfaatan jasa wisata 
kawasancagar budaya 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 d. Pengawasan dan pengamanan Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 1.5. Pelestarian Kawasan Rawan Bencana 
Alam dan Lindung Geologi 

       

 a. Pemasangan rambu peringatan di 
lokasi rawan bencana alam 

Kab Mamasa APBN, APBD 
Prov, APBD 

BPBD     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

Kab 

 b. Pengawasan dan pengamanan Kab Mamasa APBN, APBD 
Prov, APBD 

Kab 

BPBD     

 c. Merehabilitasi daerah pasca bencana 
alam 

Kab Mamasa APBN, APBD 
Prov, APBD 

Kab 

BPBD     

2.  Perwujudan Kawasan Budi Daya        

 2.1. Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi        

 a. Pengusahaan hutan produksi secara 
tepat (terbatas) melalui skema HTR 

dan HTI 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 b. Pemanfaatan hutan produksi(terbatas) 
dengan pengawasan ketat 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Kehutanan 

    

 2.2. Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat        

 a. Pemetaan kawasan hutan rakyat Kab 

Mamasa 

APBN, 

APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 

Kehutanan 

    

 b. Pengembangan dan pemanfaatan Kab APBN, Dinas     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

hasil hutan rakyat Mamasa APBD Prov, 
APBD Kab 

Kehutanan 

 2.3. Pengembangan Kawasan Pertanian 
Tanaman Pangan 

       

 a. Peningkatan produksi tanaman 
pangan 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Pertanian 

    

 b. Pengembangan jalan usaha tani Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Pertanian 

    

 2.4. Pengembangan Kawasan Perkebunan        

 a. Peningkatan produksi kakao dan kopi Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Perkebunan 

    

 b. Pengembangan kawasan perkebunan 
kakao dan kopi secara intensif 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Perkebunan 

    

 2.5. Pengembangan Kawasan Perikanan        

 a. Pengembangan kawasan perikanan Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

Dinas 
Perikanan 
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

APBD Kab 

 b. Pengembangan prasarana sarana 
penunjang kegiatan perikanan 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Perikanan 

    

 2.6. Pengembangan Kawasan Peternakan Kab 
Mamasa 

      

 a. Pengembanngan kawasan peternakan 
intensif 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Petenakan 

    

 b. Pengembangan prasarana sarana 
penunjang kegiatan peternakan 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Peternakan 

    

 2.7. Pengembangan Kawasan 

Pertambangan 
       

 a. Pemetaan kawasan pertambangan Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
ESDM 

    

 

 
b. Pengawasan pertambangan Kab 

Mamasa 

APBD Kab Dinas 
ESDM 

    

 2.8. Pengembangan Kawasan Pariwisata        
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

 a. Penyusunan Rencana Induk 
Pariwisata 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Pariwisata 

    

 b. Pengembangan aksesibilitas kawasan 
pariwisata 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 c. Pengembangan rute perjalanan wisata Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Pariwisata 

    

 2.9. Pengembangan Kawasan Permukiman        

 a. Perencanaan Pengembangan 
Permukiman  

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Peremajaan permukiman kumuh  Kaw 
Perkotaan 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 c. Peningkatan, pengembangan dan 
pemeliharaan prasarana permukiman 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

 

Dinas PU     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

C Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 

1.  Perwujudan Kawasan Strategis Ekonomi        

 a. Penyusunan Rencana Rinci Tata 
Ruang/RDTR Kawasan Strategis 
Agribisnis 

Mamasa, 
Sumarorong

, Mambi, 

Pana, 
Minake 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Pengembangan sentra pengolahan kopi Sumarorong APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Perindag 

    

 c. Pengembangan sentra pengolahan padi Mambi APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Perindag 

    

 d. Pengembangan sentra pengolahan kakao Mambi APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 
Perindag 

    

 e. Pengembangan industri pendukung 

agroindustri 
Kab 

Mamasa 
APBN, 

APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas 
Perindag 

    

 f. Penyusunan Rencana Rinci Tata 
Ruang/RDTR Kawasan Strategis 

Mamasa 
dan 

APBN, 
APBD Prov, 

Dinas PU     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

Perkotaan Sumarorong APBD Kab 

 g. Pengembangan CBD Mamasa Mamasa 
dan 

Sumarorong 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 h. Pengembangan Pusat Perkantoran 
Pemerintahan 

Mamasa APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 i. Pengembangan Prasarana Wilayah ibu 
kota 

Mamasa 
dan 

Sumarorong 

APBN, 
APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

2.  Perwujudan Kawasan Strategis Sosial 
Budaya 

       

 a. Penyusunan Rencana Rinci Tata 

Ruang/RDTR Kawasan Pariwisata 

Kab 

Mamasa 

APBN, 

APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 b. Peningkatan dan pengembangan 
prasarana kawasan 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

APBD Kab 

Dinas PU     

 c. Pengembangan prasarana pendukung 
wisata 

Kab 
Mamasa 

APBN, 
APBD Prov, 

Dinas PU     
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NO PROGRAM UTAMA LOKASI 
SUMBER 

DANA 
INSTANSI 

PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

PJM-1  
(2016-
2020) 

PJM-2 
(2021-
2025) 

PJM-3 
(2026-
2030) 

PJM-4 
(2031 - 
2035) 

APBD Kab 

 d. Pengendalian pemanfaatan ruang 

kawasan 

Kab 

Mamasa 
APBN, 

APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas 

Pariwisata 
    

 e. Penataan kawasan desa wisata 

tradisional 

Kab 

Mamasa 
APBN, 

APBD Prov, 
APBD Kab 

Dinas PU     

 f. Pengembangan industri pendukung 

wisata 

Kab 

Mamasa 

APBN, 

APBD Prov, 
APBD Kab 

DInas 

Perindag 
    

 

BUPATI MAMASA, 

 

 

 

 

H. RAMLAN BADAWI 
 


